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Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai 

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terdiri dari: 

lnformasi Hal Pokok 

1 

Cakupan 

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor: 

361/PL.01.7-SPK/72/2024 tanggal 26 Februari 2024 untuk melakukan Perikatan 

Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap 

kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap 

peraturan perundang- undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum. 

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. 

Nomor : 011/DMR/DAKAM-LAI.SULTENG/111/2024 

Kepada Yth, 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 

Di - 

Tempat 
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Registered Public Accountant 
Izin Usaha KAP: Keputusan Menkeu RI No: 26/KM.1/2020 

Izin Akuntan Publik: Keputusan Menkeu RI No: 519/KM.1/2019 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 



JI. Kalenggo No. 23 Oriya Bentle Pratama, Kendari, Telp (0401) 3191270, HP: 08114030537 
Email : kap_dianmr@yahoo.com 

2 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan 

dan diterapkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam penyusunan 

Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah : 

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai 

Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik 

Peserta Pemilu pada Bank Umum. 

2. ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui 

ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum 

dimulainya masa kampanye. 

3. ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar 

pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 

4. ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai 

dengan tingkatannya. 

Kriteria 

1 Laporan Awai Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat 

informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau 

saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang 

diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan 

penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan 

sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian 

LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang 

memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK 

disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah 

pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana 
Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 
berakhirnya masa kampanye. 
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b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk 

mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan 

Partai Politik. 

2. ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau 

dilakukan penggantian. 

3. Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang 

wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk 

kegiatan Kampanye Pemilu. 

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank 

Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai 

dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LOK kepada KAP. 

2. ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat 

permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan 

3. Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti 

penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) 

Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

2. Laporan Awai Dana Kampanye (LADK) 

a. Muatan informasi, pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023 yang 

memuat informasi: 

1. RKDK; 

2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan. 

3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima 

sebelum periode pembukuan. 

4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu 

termasuk sebelum pembukaan RKDK. 

5. NPWP masing-masing Partat Politik Peserta Pemilu. 

6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 

(tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan 

ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK 
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3. ayatc(7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh 

Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 

(hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil 

pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

4. ayat (5), apabila LADK yang disampaikari oleh Partai Politik Peserta Pemilu 

dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau 

memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang 

terdiri atas: 

a) Formulir 1 Laporan Awai Dana Kampanye. 

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 

c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye. 

2. ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik 

sesuai dengan tingkatannya. 

3. ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4. ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat 

ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai 

Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

5. Ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia. 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, 

dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui 

v.,?ktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama 

jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

2. ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyarripaikan LADK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 
,; 
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d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awai Dana Kampanye. 

f) Formulir 6 Laporan Awai Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 

g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awai Dana 

Kampanye. 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan 

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

5. Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 

a) Formulir 1 Laporan Awai Dana Kampanye. 

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 

c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye. 

d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awai Dana Kampanye 

f) Formulir 6 Laporan Awai Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 

g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awai Dana 

Kampanye 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

a. Muatan lnformasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK 
memuat informasi: 
1) identitas penyumbang. 

2) jumlah sumbangan dana kampanye. 

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK 
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2. ayat (4), Penyampaian lPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye 

sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan 

3. Pasal 49 ayat (2), lPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 

a) lPSDK Pihak lain Perseorangan. 

b) lPSDK Pihak lain Perseorangan. 

c) lPSDK Pihak lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah. 

4. laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (lPPDK) 

a. Muatan lnformasi Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik 

Peserta Pemilu menyusun lPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 

2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang 

merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran 

untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. 

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu 

termasuk sebelum pembukaan RKDK. 

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 

5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan 

7) Asersi atas laporan Dana Kampanye. 

b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 20.23: 
1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan 

l~,PDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai 

Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian 

LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum. 

2. avat (6), lPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan' DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik 

sesuai dengan tingkatannya. 

3. ayat (7), lPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota dltandataegani oleh calon yang bersangkutan. 

4. ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, lPPDK 

dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART 

Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan 

pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. 

5. ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia. 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 
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j) Bukti-bukti trandl<si penerirnaan dan transaksi pengeluaran. 

d. Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam 

PKPU nomor 18 tahun 2023 : 

1. Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD 

bersumber dari: 

a) Partai Politik. 

b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari 

Partai Politik yang bersangkutan, dan 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (3), Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

1. ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, 

dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 

menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) 

hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu 

setempat. 

2. ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan 

LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada 

KAP melalui Sikadek:a untuk dilakukan audit, dan 

3. Pasal SO ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk 

oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 

a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluara Dana Kampanye. 

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 

c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye. 

d) Formulir 4 Daftar Persediaan Ba rang Dana Kampanye. 

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan 

Pengeluaran Dana Kampanye. 

Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran. 

.Forrnullr 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye. 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 

i) Surat Petnyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening 

Partai Politik,Peserta Pemih..1 bersangkutan telah ditutup. 
,·,;;>;: ,., 
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c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu 

Perseorangan, Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non 

Pemerintah. 

2. Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta 

Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok 

berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

3. Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat 

pernyataan penyumbang yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah 

sumbangan. 

4. Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, 

perusahaan, dan/atau·;.badan·'u'saha.nonpemerintah harus mencantumkan 

informasi ldentltas vang'jelasdan jumlah sumbangan. 

5. Pasal 49 ayat{2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok 

dilarnpiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum 

Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan 

perherintahan di bidang hukum dan hak asasi manqsla. 

6. Pasal 49 ayat (2) huruf c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain 

perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta 

pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

7. Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang 

''t:fifa·kukan dengan cara memindahkan dana ,,g<!ri nomor rekening 

penvurnbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. 

8. Pa'sal 36 ayat (5), ldentitas penyumbang dapat" berupa surat keterangan 

darU:>aQk yang bersangkutan; Sumbangan Diuia;,Kampanye yang dilakukan 

melalui setoran tunai pada bank, dis.~rfai dengan surat pernyataan 

penyumbaqg'. ,· 

e. Pencatatan Penerifnaan;:,§'.~m~angan, pa}af J4 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh 

sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan 

dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa 

yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima 

ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan 

2 Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada 

RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 
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Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas 

pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan 

kepada kami oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 
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f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 

tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi 

jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang 

dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang 

atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang 

dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini : 

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

perseorangan.dan 

2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok 

dan/atau badan usaha non pemerintah. 

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (S) PKPU nomor 18 tahun 2023, 

Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, 

harus mematuhi ketentuan berikut: 

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; 
2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; 

dan 
3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat 

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. 
h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023 : 

1. ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 

a) Pembiayaan aktivitas kampanye. 

b) Pembayaran hutang. dan 

c) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar. 

2. Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas 

kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan 

sumbangan. 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK 
"DIAN MAYAFATY RAUF" 

Registered Public Accountant 
Izin Usaha KAP: Keputusan Menkeu RI No: 26/KM.1/2020 

Izin Akuntan Publik: Keputusan Menkeu R1 No: 519/KM.1/2019 
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(Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas lnformasi Keuangan 

Historis" yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut 

mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua 

personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga 

mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara 

memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bertanggungjawab atas penyusunan 

Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, 

asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, 

implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan 

laporan. 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga bertanggung jawab atas kepatuhan 

terhadap Peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang 

telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tertanggal 22 Februari 2024. 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa 

pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut 

berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami 

peroleh. Kami rnelakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 ~· ... 

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat 

pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan 

Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye 

tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi 

yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 

sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di 

dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terhadap peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK 
"DIAN MAYAFATY RAUF" 

Registered Public Accountant 
Izin Usaha KAP: Keputusan Menkeu RI No: 26/KM.1/2020 
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KANTOR AKUNTAN PUBLIK 

Hormat kami, 

Pembatasan Penggunaan Laporan 
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian 

Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas 

penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 
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Basis Adanya Ketidakpatuhan 

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini 

terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana 

Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Gerakan 

Indonesia Raya (Gerindra) Kota Palu selama periode 17 Desember 2022 sampai 

dengan 22 Februari 2024, antara lain : 

- Periode akhir pernbukuan Laporan Awai Dana Kampanye (LADK) tidak sesuai 

dengan jadwal yang.ditentukan, yaitu tanggal 05 Januari 2024. 

Simpulan 

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas 

dalam semua hal yang material, Asersi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap 

kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang 

diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat 

(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan 

perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima 

Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari 

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK 
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Registered Public Accountant 
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Liecncc N`mber :  382 / KM. I / 2023

Mirah Delima Regency Blok 8 No. 6
Kotabam Driyorejo Ciresik, Jawa Timur - 61 177

Telp.  :  (031 ) 7505507 -Email  :  kap.naufalcpa@gmail.com

LAroRAN AsulIANs INDEPENDEN

Nomor : 00020/2.1424/11/1942-1/1nll/2024

Kopeda Yth.
Ketua  Komisi Pemjlihan  Umum (KPU)
Kabupaten Kota Palu

CaktJpan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPu) Provinsi Sulawesi tengah
berdasarkan Kontrak Nomor 362/PL.01.7-SPK/72/2024 tanggal 29 Februari 2024, untuk melakukan
Perikafan Asurans dengan keyakinan  memadai dan memberikan  kesimpulan terhadap kepatuhan
Laporan  Dana  Kampanye  Partai  Demokrasi  Indonesia  Periuangan  (PDIP)    Kabupaten  Koa  Palu
untuk periode  tanggal  17  Desember 2022  sampal  dengan  tanggal 22  Februari 2024  terhadap
peraturan perundang- undangan terkait pelaporan Dana Kampanye sebagai berikut:
1.  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6109).

2.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerlntah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilinan Umum Menjadl` `Undang--Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

3.  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor 18 Tahun 2023 tentang  Dana Kampanye Pemilihan
umum.

4.  Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor   1190   Tahun   2023   tentang   Pedoman   Teknis
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

5.  t(tyatusen t{oTrris4 i=eiTiiiihen \inm N~ t677 Tahtm 2023 tentang Fedeiiiaii Ttde
Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

6.  Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor   1815   Tahun   2023   tentang   Pedoman   Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan umum.

7.  Keputusan   Komis{   Pemilihan   Umum   Nomor   210   Tahun   2024   Tentang   Perubahan   Alas
Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor   1815   Tahun   2023   tentang   Pedoman   Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

untuk selanjutnya peraturan di atas kami disebut sebagai "Peraturain Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Dana  Kampanye  Laporan  Dana  Kampanye  Partai  Demokrasi
Indonesia Per|uangan  (PDIP)   Kabupaten Kota Palu terdiri dari:
1.    Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasj Rekening

Khusus  Dana   Kampanye,   sumber  perolehan  saldo  awal  atau  saldo  pembukaan,   rincian
perhitungan  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  djperoleh  sebelum  pembukaan   Rekening
Khusus Dana  Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dan pasangan Calon
dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan
sebagai  Peserta  Pemilu  sampai  dengan  1  (satu)  hari  sebelum  penyampaian  LADK  kepada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kota Palu;

2.   IapoTan i:eiwhrijFi Stwhangan Dane KaTnpanye (lpsex) adalah penrfurfuan yang nremuat
seluruh penerimaan yang ditenma Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan
1  (satu) harl sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Kofa Palu: dan
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3.    Laporan  Penerimaan dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye (LPPDK) adalah  pembukuan yang
memuat selunih penerimaan dan pengeluaran Dane Kampanye yang dimulai sejak difetapkan
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhimya nasa kampanye.

Kriteria

Kriferia yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Dana Kampanye. Kriteria
tersebutjuga dijadikan aouan dan diteTapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia PeTjuangan (PDIP)
Kabupaten  Palu  dalam  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye.  Kriteria yang wajib  dipafuhi  oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu dalam menyusun Laporan
Dana Kampanye adalah:
1.    Rekening Khusus Dana Kampany® (RKDK)

1)    Pembukaan -Pasal 37 ayat (2), (3), (4) dan (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Partai Politik Peserta ldemilu rnembuka RKDK atas name Portal Poltik Peserfe Pemilu

yang terpisah dari rekening pribadi Paltai Politik peda Bank umum.
(b)  Panai Politik Peseha Pemilu membuka RKDK tidak melampaui kctentuan pembukaan

RKDK yaitu paling lambat 1  (satu) hari sebelum dimuleinya mass kempenye.
(c)  Peml)ukaan   RKDK   dilengkapi   dengen   surat   pengantar  pembukaan   RKDK   yang

dilerbitkan o[ch KPu.
(d)  Partai ltolifek Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupatenn<ota

membuka dan melaporkan r\anya  1  (satu)  nomor RKDK kepada KPu,  KPU  Provinsi,
danlatau KPu KabupatenMota sesuai dengan tingketannya.

2)    Pengelolaan -Pasal 37 ayat (6), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (10) PKPU Nomor 18
Tahun 2023:
(a)  Partai Politik Peserla Pemilu dapet menurduk petugas untuk mengelola RKDK

dilengkapi dengan surat pemyataan dari Partai Politik.
(b)  Penerimaan Dane Kampanye yang berbentuk uang w8ifib djtempatkan pada RKDK

teriebih dehulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
(c)  RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dawlatau dilekukan penggantian.

3)    Penutupan -Pasal 38 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 37 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  wajib  menutup  RKDK  pada  Bank  umum  1  (satu)  Hari

sctelah   penutupan   pembukuan   LPPDK   sompai   dengan   1    (satu)   Hari   sebelum
penyampeian LDK kepada KAP.

(b)  Penutupan  RKDK  disampaikan  deng8n  melampilkan  surat  permohonan  penutupan
RKDK kepeda BElnk umum.

(c)  Parfai  Politik  Peserfe  Pemilu wajib  menyampeikan bukti  penutupan  rekenjng berupa
surat pemyata8n dari Bank Umum 1 (satu) hari setelah menerima surat pemyataan dari
Bank Umum.

2.  Laporan A`ral Dane Kampanye (LADK);
1)    Muatan lnfomasi -Pasal 46 ayat (1), 3, 4 dan 8 PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik

Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
(a)  RKDK;
(b)  Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
(c)  Saldo awol pembukuan yang merupakan sisa salde hasil penerimaan sumbangan dan

pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan ;
(a)  Catatan penerimaan dan pengeluerar. Partai Ftolitik Peserta Pemilu torm8suk sebelum

pembukaan RKDK;
(e)  NI"lp masing-masing Parfai Politik Pesert8 Pemilu:
(I)   Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapet dipertanggungjawabkan.

2)    Periode Pembukuan -Pasal 47 ayat (2), (6), (7), (8) dan (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023,
Parfai Politik Peserta Pemilu menyusLJn Li\DK yang memuat informasi:
(a)  Part8i  Politik  Peserca  Pemilu  mematuhi  pembukuan  LADK  yaitu  3  (tiga)  Hari  setolah

Part8i  Politik dttctapkan  sebagai  Peserta  Pemilu  dan  dit\itup  1  (satu)  Hari  sebelum
penyampaian IADK;
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(b)  LADK   PaTtai   Politik   Peserta   Pemilu   anggota   Dlm,   DPRD   Provinsi,   den   DPRD
KabupateM<ota    ditandatangani    oLeh    Pimpinan    Parlai    Potitik    sesuei    dengan
tingkatannya;

(o)  lADK colon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenltota ditandatangani
olen colon yang bersangkutan.;

(d)  Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat dilandatangani oleh
pihak  yang  berwenang  seslJai  dengan  ADIART  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  yang
bersangkutan;

(e)  Beriial8ngan tetep meliputi keadaan:
1) meninggal dunia;
2) tid8k mampu melaksanakan tugas secara permanen; 8tau
3) sedang meleksanakan ib8deh keagamaan.

3)    Kelengkapan Dan Penyampaian - Pasal 51 ayat (4). (3), (7), dan Pasal 47 ayat (4) dan
(10) PKPu Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Partai Politik PeseTta Pemilu den Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai

Politik   F\eserta   Pemilu   tingkat   pusat,    provinsi,   dan    kabupatenlkota   mematuhi
penyerahan lADK tidek melampaui waldei yang ditetepkan y8itu 14 (empat belas) Hari
sebelum  hari  pertama  jadwal  pelaksanaan  Kampenye  Pemilu  dalam  bentuk  rapat
umum, peling lambat pukul 23.59 waktu setempat:

(b)  Partai  Politik  Peserta  ldemilu  rnenysmpaikan  IADK  dengan  mengjrimkan  data  dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

(c)  Apebila terdapat perbaikan, maka lADK perbaik8n disampeik8n oleh Pasangan Calon
dan Tim Kampany tingkat nasional keped8 KPU melelui Sikadeka paling lambat 5 (lima)
hari sejak menerima tande pengembatian dan berita acara hasil pencerrnatan dari KPU,
paling lambat pukul 23.59 waktu setempet;

(d)  Penyerahan  LADK  kepeda  KPu,  KPu  Provinsi,  dan  KPU  KabupateMfota  sesuai
dengan tingkatannys, yang dilengkapi dengan :
1)    Formulir 1  Laporan Awal Dana Kampanye;
2)   Formulir 2 Daflar Penerimaan Sumbangan Dana Kampenye:
3)   Forrnulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4)   Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
5)    Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Danpengeluaran Dana Kampanye

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
6)   Formulir 6 Leporan Awal Dane Kampanye Pencratatan Penerimaan Dan

Pengeluaran;
7)   Formulir 7 Surat Pemyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana

Kampanye;
8)    Salin8n dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
9)   Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

(e)  Apebila LADK yang disampaiken oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh
KPU, KPU Provinsi, danlatau KPu Kabupatenfl<ota sesuai dengan tjngkatannya, maka
Partai Politik Peserta Pemilu w8ifib melengkapi denlet8u memperbaiki dokumen  LADK
dimaksud dengan IADK perbaikan yang yang terdiri alas:
1)    Formulir 1  Laporan Awal Dana Kampanye;
2)   Formulir 2 Daflar Penerimaan Sumbangan Dane Kampenye;
3)   Formulir 3 Laporan Aktivitas Ftenerimaan Dan Pengeluaran Dana kampanye;
4)   Formulir 4 Dafar Persediaan Barang Dane Kampanye;
5)   Formulir 5  Laporan  Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dane Kampanye

Sebelum Periods Pembukuan Laporan Awal Dane Kampanye:
6)    Forrrlulir 6 Laporan Awol Dana Karrlpanye ldencatatan Penerimaan Dan

Pengeluaran;
7)    Formulir 7 Surat Pemyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awol Dana

Kampanye:
8)   Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dane Kampanye;
9)   Bukti-bukti transal<si penerimaan dan transaksi pengeluaran.
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3.   Laporan Penerlmaan Sumbangan Dane Kampanye (LPSDK)
1)    Muatan  lnfomasi  -Pasal  49  ayat  (1)  PKPU  Nomor  18  Tahun  2023.  LPSDK  memuat

informasi sebagai berikut:
(8)  identitas penyumbeng;
(b)  jumlah sumbangan Dana Karnpanye.

2)   Kelengkapan  dan  Penyampaian  Laporan - Pasal 52 ayat (2),  (4), dan  Pasal 49 ayat (2)
PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Pariai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupatenntota

menyampaikan LPSDK kepade KPU dengan mengirimkan date dan dekumen LPSDK
yang diunggah melalui Sikadeka.

(b)  Penysmpai8n  LPSDK dilakukan  mul8i  dari  awal  masa  Kampanye  sampei dengan  1
(satu) hari setelah masa Kampanys berakhir.

(c)  LPSDK disampeikan secara lengkap yang terdiri alas:
1)    LPSDK pihak Lain perseorangan;
2)    LPSDK pihak L8in Kelompok; dan
3)   LPSDK ITh8k Lain Perusohaan dan/atau Badan Usah8 Nonpemerintah.

4.   Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampany® (LPPDK)
1)    Muatan lnformasi -Pasal 50 ayat (1) PKPU  Nomor 18 Tahun 2023,  Partai Politik Peserta

Pemilu menyusun LPPDK yang memiiat informasi:
(a)  IWK;
(b)  Saldo awol atau saldo pembukaan den sumber perolehan;
(c)  Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan

pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila ditchma sebelum periode pembukuan;
(d)  Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemlilu termasuk sebelum

pembukacn RKDK;
(e)  NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
(I)   Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawal.kan;
(g)  S8Ido akhir peda saat penutupen I?KDK; dan
(h)  Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

2)    Periode Pembukuan -Pasal 50 ayat (2), (6), (7), (8) dan ayat (10) PKPU Nomor 18 Tahun
2023:
(a)  Parfai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak

3 (tiga) hari setelah ditotapkan sebagai Partai Politik Fteserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh)
hari sebelum penyampaian LlxpDK kepada KAP yang ditljrtyuk KPU;

(b)  LPPDK  Partai   Politik  Peserta   Pemilu  anggcta   DPR,   DPRD  Provinsi,   dan   DPRD
Kabupeten/Kcta    ditandatangani    oleh    Pimpinan    Partai    Politik    sesuai    deng8n
tingkatannya.

(c)  LPPDK colon anggcta DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani
oleh colon yang bersangkutan.

(dy  Dalam hal Pimpinan Parfai Politik bemalangan tetap, LPPDK depot ditandatangani oleh
pihak  yang   berwenang  sesuai  dengan  AD/ART  Partai  Poljtik  yang  bersangkutan
dibuktikan    dengan    surat    keterangan    pendelegasian    dari    Partai    Politjk    yang
bersangkutan.

(e)  Berhalangan tetap meliputi keadaan:
1) meninggal dunia;
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
3) sedang melaksanakan ibadeh keagamaan.

3)    Kelengkapan Dan Penyampaian - Pasal 53 ayat (3), (4), (6) dan Pasal 50 ayat (4) PKPU
Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Parfai Politik Peserta Pomilu dapat menyampeikan LPPDK dengan mengirimkan data

dan dokumen LPPDK yang diunggQh melalui Sikadeka;
(b)  Pimpinan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  tingkat  pusat,  provinsi,  dan  kabupatenlkota

Peserfa  Pemilu Anggota  DPR  dan  DPRD  menyampaikan  Laporan  Dana  Kampanye
paling lambat 15 (lima belas) hari sctelch pemljngutan suara paling lambat pukul 23.59
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waklu setempat;
(c)  Penyampaian  LPPDK  kepeda  KAP  yang  telah  dilurtyuk oleh  KPu,  dilampiri  dengan

LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
1)   Formulir 1 Leporan Penerimaan Dan Pengeluara Dane Kampanye;
2)   Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3)   Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4)   Formulir 4 Dafter Persediaan B8rang Dana Kampanye:
5)   Formulir  5   Leporan  Aktivitas  Penerimaan   Dan   Pengeluaran   Dana   Kampenye

Sebelum   Periods   Pembuku8n   Laporan   Penchmaan   Dan   Pengeluaran   Dane
Kampanye;

6)   Fomulir 6  Laporan  Penerimaan  Dan  Pengelueran  Dana  Kampanye  Pencatatan
Penerimcan Dan Pengeluaran;

7)   Formulir 7 Asersi Alas Leporan PeTrerimaan Dan Pengeluaran Dane Kampenye;
8)   Salinan dan Rekening Koran Rckening Khusus Dana Kampanye;
9)   Surat Pemyataan dari Bank umum yang merlyatakan bchwa rokening Pasengan

Calon bersangkutan tolah ditutup..
10) Bukti-bukti tmnsaksi penerimaan den transaksi pengeluaran.

(d)  Dalam    hal    Partai    Politik    Peserta    Pemilu    tjdak   menyampaikan    LPPDK,    KPU
menyampaikan lADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikedeka untuk dilakukan audit

4)    Sumber/Klasifikasi dan  ldentitas Penyumbang -Pasal  31  ayat (1).  Pacal  33 ayat (1),  (2),
Pasal 32 ayat (8). Pasal 49 ayat(2), Pasal 36 ayat (3), (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Dane Kampanye Pomilu Anggclta DPR dan DPRD bersumber dari:

1)    Partai politik:
2)   Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenn(cia dari Partaj Politlk

yang bersangkutan; dan
3)   Sumbangan yang sah Tnenurut hukum dari pihak lain, yaitu:

a.    Perseorangan;
b`    Kielompok;
c.    Perusahaan; dan/atau
d.    Badan usaha nonpemerirlfah`

(b)  Sumbangan  dari  pihak  lain  harus  dilengkapi  dengan  surat  pemyataan  penyumbang
yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan;

(c)  Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, danlafau badan
usaha nonpemerintah harus mencantumkan inforTnasi identitas yang jelas dan jumlah
sumbangan;

(a)  Kelompok yang memberikan sumbangan kepade Peserla Pemilu dalam bentuk uang,
barang,   dawlatau  jasa   merapakan   kelompok   berbadan   hukum   selain   organisasi
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang rnengatur mengenai
organisasi masyarakat;

(e)  Sumbangan   yang   berasal  dari   pihak  lain   Kelompok  dilampiri   salinan   keputusan
pengesahan     pendirian     Badan     Hukum     Nonpemerintah     dari     Menteri     yang
monyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan nak asasi manusia;

(f)   Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah
wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atou badan usaha.

(g)  Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan care memindahk8n
dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertei identitas penyumbang;

(h)  Identitas penyumbang dapat berupa surat keteTangan dari bank yang bersangkutan;
(0   Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pads bank, diserl8i

dengan surat pemyatcan penyumbang.
5)    Pencafatan Penerimaan Sumbangan -Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), PKPU Nomor

18 Tahun 2023:
(a)  Partai Politik Peserfe Pemilu mencafat den meleporkan seluruh sumb8ngan (mencakup

uang, barang, danlatau jasa yang dikorIversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan
diskon pembelian barang 8tau jasa yang melebihi bates kewdyaran transaksi jual bell
secara umum) yang diterima ke datam Daftar Penerimaan Sumbangan;

(b)  Dane  Kampanye  yang  berupa  uang,  wajib  ditempatken  pada  RKDK terfebih  dahulu
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sebelum digunakan untuk kegiatan kamp8nye pemilu.
6)    Batasan/Kesusuajan Sumbangan -Pasal 34 ayat (1) dan (2), PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

Parfai  Politik Peseha  Pemilu  rnermatuhi jumlah  penerimaan sumbangan  (mencakup uang,
barang. dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jiial bell secara iimum)
yang diLaporkan dalam LADK dan  LPPDK tidak melebihi jum[ah di barwah ini:
(a)  Rp2.500.000.000,00    (due    milyar    lima    ratus   jute    rupiah)    untuk    penyumhang

perseorangan;
(b)  Rp25.000.000.000,00 (due puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok

dan/atau badan usaha non pemerintoh.
7)   Sumbangan Yang Dilarang -Pasal 34 ayat (5), PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, haru8 mematuhi ketentuan
berikut:
(a)  Dilarang menggunakan kelebihan dane dimaksud;
(b)  wajib melaporkan sumbangan tersebut kepeda KPu; dan
(c)  menyerahkan sumhangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari

selelah masa Kampanye berakhir.
8)    Batasan Pengeluaran Dana Kampanye -Pasal 41  ayat (1), pasal 34 ayat (4) PKPU Nomor

18 Tahun 2023:
(a)  Pengeluaren Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupatenrfucta yaitu untuk:
1)   Pembiayaan aktivitas kampanye;
2)   Pembayaran hut8ng; dan
3)   Pengeluaran lainlain yang dinilai berdasari<an harga pasar yang w8jar

(b)  Setiap diskon pembeli8n barang yang melebihi bates kewajar8n jual bell yang berlaku
secara umum, diperiakukan kctentuan sumbangan

Keterhafacan Laporan

Kami melakcanakan  prosedur dan  pemero]ehan  bukti yang  relevan dan terbatas pada  informasi
yang   terfulang   pada   Laporan   Dana   Kampanye  yang  disampaikan   kepada   kami  oleh   Partai
Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)    Kabupaten  Kcta  Palu.   Pada  suatu  pelaksanaan
Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang
dilakukan  memungkinkan  adanya  kegagafan dalam  mendeteksi ketidakpatuhan  dan  keeurangan
yang teriadi. Terdapat keterbatasan sifet. seat, Iingkup, ragam, dan karakten.stik yang melekat pada
sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak
tercakup  secara  menyelumuh  dalam  [aporan  Dane  Kampanye  teisebut.  Pemeriksaan  kami  juga
terbatas hanya pada dokumen dan/atau infomasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai
Demokrasi Indonesia PeTjuangan (PDIP)  Kabupaten Kcta Palu, sehingga kami tidak melakukan
pemeriksaan  atas  hal-hal  yang  tldak  diungkapkan  di  dalam  laporan.   Kami  tidak  memberikan
penentuan legal atas kepafurian Partai Demokrasi Indonesia Periuangan (PDIP) Kabupaten Kota
Palu  terhadap peraturan pe"ndang-undangan yarig relevan dengan Laporan Dana Kampariye.

Tanggung Jawab Partai D®mokrasi Indonesia P®riuangan (PDIP) labupaton Kota Palu

Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota  Palu behanggungjawab alas
penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesiiai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.  Tanggung  jawab  tersebut  juga  mencakup  penerapan  metode  penilaian,  asumsi,  dan
perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem,
dan  proses  yang  relevan  untuk penyusunan  laporan.  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan
(PDIP)     Kabupaten  Kota  Palu  juga  bertanggung  jawab  alas  kepatuhan  terhadap  peraturan
perundang- undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyafakan dalam Asersi
Afas  Laporan  Penerimaan  Dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  Partai  Demokrasi   Indonesia
Perjuangan (PDIP) Kabiipaten Kcta Palu Tanggal 28 Februari 2024.
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Tanggung Jawab AkL[ntan PLlbllk

Tanggung  jawab  kami,  Akuntan  Publik,  adalah  untuk  menyatakan  simpulan  berupa  pendapat
dengan  keyakinan  memadai terhadap  Laporan  Dame  Kampanye teTsebut berdacarkan  prosedur-
prosedur  yang  kami  lakukan  dan  bukti-bukti  yang  kami  pero[eh.  Kami  melakukan  perikafan  ini
berdasarkan Sfandar Perikatan A6uTans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau
Reviu  atas  lnfomasi  Keuangan  Historis"  yang  ditetapkan  oleh  lnstitut Akuntan  Publik Indonesia.
Standar tersebut mewajibkan kami untuk rnemenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu  1  dan
Kode  Etik Profesi Akuntan  Publik termasuk persyaratan  independensi  bagi semua  personel yafig
terlibat dalam Pel.ikatan Asurans ini.  StandaT tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan
dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.
Seluruh  personel  profesional  kami  memiliki  kompctensi  dan  pengalaman  yang  diperlukan  dalam
melaksanakan Perikatan Asurane ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia  Nomor  1815  Tahun  2023 tentang  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan Audit  Laporan  Dana
Kampanye  Peserta  Pemilihan  Umum dan  Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor 210 Tahun
2024  Tentang  Perubahan  Alas  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1815  Tahun  2023
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum,
kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari ka[ender terhitung seiak kami menerima
Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu
dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kcta Palu.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrasi Indonesia Periuangan (PDIP)  Kabupaten kota Palu
dalam  LapoTan  Dana  Kampanye  tersebut  di  atas,  telah  patuh  dalam  semua  hal  yang  material,
terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dane Kampanye.

Pombatasan Pengg unaan Laporan
Tanggung  jawab  kami  dalam  melakukan  Perikatan  Asurans  ini  hanya  kepada  Komisi  Pemilihan
Umum  (KPU)  Kabupaten  Kota  Palu  dan  sesuai  dengan  Surat  Perianjian  Kontrak  yang  telah
disepakati. 0leh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan  [aporan  ini oleh  pihak
lain dan/atau untuk tujuan ieinnya.

Karitor Akuntan Publik
Muhammad Naufal

Muhammad Naufal. SE„ CPA
lzin Akuntan Publik AP.1942

Tanggal 28 Maret 2024



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 10 Februari 2024

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

A.1 Penerimaan sebelum periode
pembukuan

1.000.000 0 0

A.2 Penerimaan sumbangan

1. Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif
kepada Parpol

0 0 0

b. Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 59.232.500

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 0 59.232.500

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

0 0 0

2. Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

0 0 0

TOTAL PENERIMAAN 1.000.000 0 59.232.500



B Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

35.000 0 0

B.1 Pengeluaran

1. Rapat Umum 0 0 0

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan

0 0 0

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

0 0 0

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

0 0 0

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

0 0 0

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

0 0 0

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank 490.000 0 0

b. Pembelian Kendaraan 0 0 0

c. Pembelian Peralatan 0 0 0

d. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

0 0 0

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

0 0 0

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

0 0 0

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 59.232.500

TOTAL PENGELUARAN 525.000 0 59.232.500

C Utang

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
 



 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
00009/2.0655/SPA3000/DK/0779-1/1/III/2024 

 
 
Kepada Yth. 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 
Di Tempat 
 
Cakupan 
Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan 
Kontrak Nomor 363/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan 
keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana 
Kampanye Partai Golongan Karya Kota Palu untuk periode 16 November 2023 sampai 
dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana 
Kampanye yang terdiri dari: 
a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum. 
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan 
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. 
 
Informasi Hal Pokok 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang 
Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kota 
Palu terdiri dari: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi 

Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo 
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum 
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang 
bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 
pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) 
hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. dan 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang 
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan 
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan 
Umum Kota Palu. dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan 
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

 
Kriteria 
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan 
pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi 
oleh Partai Golongan Karya Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: 



 

1. Rekening Khusus Dana Kampanye 
a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu 

yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum. 
b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan 

Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa 
kampanye. 

c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang 
diterbitkan oleh KPU. 

d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 
membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, 
dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 

e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK 
dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik. 

f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK 
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan 
penggantian. 

h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari 
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LDK kepada KAP.  

i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan 
RKDK kepada Bank Umum. 

j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa 
surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan 
dari Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: 

1) RKDK. 
2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan. 
3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima 
sebelum periode pembukaan. 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK. 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah 
Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LADK. 

c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya. 

d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani 
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu 
yang bersangkutan. 



 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan 
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi 
penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) 
Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk 
rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan 
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak 
menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling 
lambat pukul 23.59 waktu setempat 

j) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai 
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan 
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 
tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau 
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye  
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 
a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut: 



 

1) identitas penyumbang. 
2) jumlah sumbangan dana kampanye. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat 
kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan 
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

c) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 
(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 
1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 
2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang 

merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. 

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK. 

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan 
7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai 
sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 
7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

c) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya. 

d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani 
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan 
dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang 
bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal Dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan 
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye 
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 
23.59 waktu setempat. 

i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan 
LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 



 

1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 
Kampanye. 

6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 
Penerimaan Dan Pengeluaran. 

7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai 

Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup. 
10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU 
menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan 
audit. 

k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 
1) Partai Politik. 
2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai 

Politik yang bersangkutan. dan 
3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, 

Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah. 
l) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang 

yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan. 
m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau 

badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas 
dan jumlah sumbangan. 

n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk 
uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain 
organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang 
mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

o) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan 
pengesahan pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non 
Pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

q) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara 
memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas 
penyumbang. 

r) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. 
s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, 

disertai dengan surat pernyataan penyumbang. 
t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan 

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, 
termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas 



 

kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar 
Penerimaan Sumbangan. 

u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu 
sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup 
uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang 
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual 
beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah 
di bawah ini. 
1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

perseorangan. dan 
2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok 

dan/atau badan usaha non pemerintah. 
w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 
1) Pembiayaan aktivitas kampanye. 
2) Pembayaran hutang. dan 
3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar. 

x) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang 
berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 

 
Keterbatasan Laporan 
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada 
informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh 
Partai Golongan Karya Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat 
keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan 
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang 
terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada 
sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana 
Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. 
Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan 
dan/atau disediakan oleh Partai Golongan Karya Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan 
pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan 
penentuan legal atas kepatuhan Partai Golongan Karya Kota Palu terhadap peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 
 
Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Kota Palu 
Partai Golongan Karya Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana 
Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung 
jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang 
digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan 
proses yang relevan untuk penyusunan laporan. 
 
Partai Golongan Karya Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam 
Asersi Partai Golongan Karya Kota Palu tanggal 27 Februari 2024. 
 



 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat 
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan 
prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan 
perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans 
selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan 
Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan 
independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar 
tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans 
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 
 
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan 
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami 
melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami 
menerima Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kota Palu dari Komisi Pemilihan 
Umum Kota Palu. 
 
Simpulan 
Menurut opini kami, Asersi Partai Golongan Karya Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye 
tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya. 
 
Pembatasan Penggunaan Laporan 
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi 
Pemilihan Umum Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah 
disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh 
pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 
 
Hormat kami, 
Kantor Akuntan Publik 
Drs. Supriadi Laupe 
 
 
 
 
 
Dr. Supriadi Laupe, M.Si, Ak, CA, CPA 
NRAP: 0779 
 
25 Maret 2024 























 

 
 

 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 

Nomor: 00003/2.0937/1791/DAKAM-2024/PALU/NASDEM 

 

Kepada Yth: 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 

 

Cakupan 

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Tengah berdasarkan kontrak Nomor: 364/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan 

Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap 

kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu 

untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan 

perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik   

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7  

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana   

Kampanye Pemilihan Umum; 

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis  Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; 

5. Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebu sebagai    

“Peraturan Dana Kampanye”. 

 

Informasi Hal Pokok 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 

Laporan Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu terdiri dari: 

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi 

Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo 

pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh 

sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan 



 

 
 

 

sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai 

Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang 

memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK 

disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan 

yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai 

sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa 

kampanye. 

 

Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan 

diterapkan oleh Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dalam penyusunan 

Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Nasdem Dewan 

Pimpinan Daerah Kota Palu  dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: 

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai 

Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik 

Peserta Pemilu pada Bank Umum. 

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui 

ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum 

dimulainya masa kampanye. 

3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan 

RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum . 

4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya. 

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk 

mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai 

Politik, 



 

 
 

 

2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau 

dilakukan penggantian, dan 

3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib 

ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan 

Kampanye Pemilu. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU no 18 tahun 2023 : 

1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank 

Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 

(satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP, 

2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat 

permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan 

3) Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti 

penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari 

setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat 

informasi: 

1) RKDK; 

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye 

4) apabila diterima sebelum periode pembukuan; 

5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 

sebelum pembukaan RKDK; 

6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan 

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 

(tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan 

ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. 

2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai 

dengan tingkatannya. 

3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK 

dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 



 

 
 

 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia; 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan Kelengkapan dan 

Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

6) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi 

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang 

ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat 

pukul 23.59 waktu setempat. 

7) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

8) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan 

oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi 

Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak 

menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari 

Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

9) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 

dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau 

memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang 

terdiri atas: 

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 

f)   Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan 

Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus  Dana Kampanye; 

i)   Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan 

j)   Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, 



 

 
 

 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 

k) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

l)   Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

m) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 

n) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye; 

o) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan 

Pengeluaran; 

p) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal 

Dana Kampanye; 

q) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye 

r) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat 

informasi: 

1) identitas penyumbang 

2) jumlah sumbangan Dana Kampanye 

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan 

Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah 

melalui Sikadeka, 

2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye 

sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan 

3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 

a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan /atau Badan Usaha  Nonpemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik 

Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 

2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima 



 

 
 

 

sebelum periode pembukuan; 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu 

termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 

7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan 

8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK 

yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik 

Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK 

kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum. 

2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik 

sesuai dengan tingkatannya. 

3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat 

ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai 

Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan 

pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia; 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan 

Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 

pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat, 

3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan 

LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada 

KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan 

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh 

Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi 

dengan: 



 

 
 

 

a) Formulir  1,   Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluara   Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye; 

f)   Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus  Dana Kampanye; 

i)   Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening 

Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup. 

j)   Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU 

nomor 18 tahun 2023: 

1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD 

bersumber dari: 

a) Partai Politik; 

b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai 

Politik yang bersangkutan; dan 

c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: 

i. Perseorangan; 

ii. Kelompok; 

iii. Perusahaan; dan/atau 

iv. Badan usaha nonpemerintah 

2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta 

Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok 

berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan 

perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat 

pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan 

jumlah sumbangan. 

4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan 

informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan. 



 

 
 

 

5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok 

dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum 

Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang hukum  dan hak asasi manusia. 

6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan 

atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian 

Perusahaan atau badan usaha. 

7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang 

dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening 

penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. 

8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari 

bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan 

melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan 

penyumbang. 

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh 

sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan 

dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa 

yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang 

diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan 

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan 

pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye 

pemilu. 

 

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 

tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi 

jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang 

dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian 

barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara 

umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di 

bawah ini: 

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

perseorangan; dan 

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang 

kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah 

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai 

Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus 

mematuhi ketentuan berikut: 

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; 



 

 
 

 

2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan 

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat 

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. 

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 

a) Pembiayaan aktivitas kampanye; 

b) Pembayaran hutang; dan 

c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. 

2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas 

kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan 

sumbangan. 

 

Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada 

informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami 

oleh Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan 

Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara 

sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi 

ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, 

ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana 

Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara 

menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas 

hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh 

Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan 

pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak 

memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah 

Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana 

Kampanye. 

 

Tanggung Jawab Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu 

Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan 

Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, 

dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, 

pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan  laporan. Partai Nasdem 

Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait Dana  Kampanye, sebagaimana yang telah 



 

 
 

 

dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai 

Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu tertanggal 28 Februari 2024. 

 

 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa 

pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut 

berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. 

Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): 

“Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami 

untuk memenuhi  ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan 

Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam 

Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan 

melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan 

dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 

30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye 

Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dari Komisi Pemilihan Umum Kota 

Palu. 

 

Basis adanya Ketidakpatuhan 

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini 

terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana 

Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Nasdem 

Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu Kota Palu selama periode 17 Desember 2022 sd. 

22 Februari 2024, antara lain : Asersi A.3 tentang Penutupan Rekening Khusus 

Dana Kampanye (RKDK) Nomor 3 poin (a) yang menyatakan “Kami menutup RKDK 

pada bank umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai 

dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye pada KAP”. 

Namun tanggal penutupan RKDK Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota 

Palu tidak sesuai dengan peraturan, yaitu ditutup tanggal 22 Februari 2024, yang 

seharusnya periode penutupan pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 28 

Februari 2024. 

 

Simpulan 



 

 
 

 

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas dalam 

semua hal yang material, Asersi Partai Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut 

di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum  Nomor 18 tahun 2023. 

 

 

 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi 

Pemilihan Umum Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah 

disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini 

oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.  

 

Kantor Akuntan Publik 

KAP Effendy dan Rekan 

 

 

Achmad Zaenudin, SE, Ak, CA, CPA 

Nomor Register AP. 01791 

Bekasi, 27 Maret 2024 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


















https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


    

 

 

 

 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI) 

PUBLIKASI 

PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA) 

KOTA PALU  

PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024 
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LAPORAN ASuRANS INDEPENDEN

Jakarta, 28 Maret 2024

-No.-F`ef.:.O"ifedit/KAPBFt-JJ(T+/l»/-2024

Kepada Yth,
Kefua KPU Kota Palu

Cakupan

Kami   telah   melakukan   perikatan   dengan   Komisi   Pemilihan   Umum   Provinsi   Sula\^resi   Tengah
berdasarkan  kontrak  nomor  367/PL.01.7-SPK/72#024,  tanggal  29  Februari  2024,  untuk  melakukan
Perikatan  Asurans  dengan  keyakinan  memadai  dan  memberikan  kesimpulan  terhadap  kepatuhan
Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai
dengan 22 Febmuari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye,
yaitu:

1.  Undangundang  Nomor  7  Tahun  201-7  tentang  ,Pemilihan  JJmum  .(Lembaran  Ll`legara  _Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  7 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang   Nomor  7  Tahun  2017  tentang   Pemilihan   Umum  menjadi   Undang-Undang   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor  54,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6863);

2.   Peraturan   Komisi  Pemilihan   Umum   (PKPu)   Nomor   18  Tahun  2023  tentang   Dana  Kampanye
Pemilihan Umum;

3.   Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan
dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

4.  .Keputusaii 7Komisi -Pemilihan .Umum .Nomor 1677 Tahun 2023 tentang .Pedoman Teknis -Pefaporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan ters®but di atas kami sebut sebagai "Peraturan Dana
Kampanye..

Informasi Hal Pokok
-Berdasari{an 'kcten.tuan `uU Nomor  7  Tahun  2023  tentang `Pemilihan `Umum  dan .Pefaturan 'Komisi

Pemilihan  Umum  Nomor  18 Tahun  2023  tentang  Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum,  Laporan  Dana
Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu terdiri dari:

1.    Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADK)  adalah  pembukuan  yang  memuat  informasj  Rekening
Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan
penerimaan   dan   pengeluaran   yang   diperoleh   sebelum   pembukaan   Rekening   Khusus   Dana
Kampanye,  dan  penerimaan  sumbangan  yang  bersumber dari  pasangan  Ca[on  dan/atau  Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang djmulai sejak ditefapkan sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan 1  (satu) hari sebelum penyampaian IADK kepada KPU Kota Palu;

2.    Laporan pemberi sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan  yang  diterima  setelah  LADK  disampaikan  sampai  dengan   1   (satu)  hari  sebelum
penyampaian LPSDK kapada ,KPu _-Kota ,Paky; dan
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3.    Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluaran   Dana   Kampanye   (LPPDK)   adalah   pembukuan   yang

memuat  seluruh  penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  yang  dimulai  sejak  ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhimya nasa kampanye.

Kritoria Yang Ditorapken

Kriteria yang  kami  gunakan  dalam  Perikatan  Asurans  ini  adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor  18  Tahun  2023.  Kriteria  tersebut juga  dijadikan  acuan  dan  diterapkan  oleh  Partai  Keadilan
Sejahtera  Kota  Palu  dalam  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye.  Kriteria  yang  wajib  dipatuhi  oleh
Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1.     Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a.      Pembukean, Pasal 37 PKPU Nomor l8Tahun 2023:

1)  Ayat (2), Partai Politik Peseha Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta
Pemilu  yang  terpisah  dari  rekening  pribadi  Partai  Poljtik  Peserta  Pemilu  pada  Bank
Umum.

2)  Ayat  (3),   Partai  Politik  Peserta  Pemilu  membuka  RKDK  tidak  melampaui  ketentuan
Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

3)  Ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang
diterbitkan oleh Komisi Pemilihan umum.

4)  Ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu pusat, provinsi dan kabupatenreanggai membuka
dan melaporkan  hanya  1  (satu) nomor RKDK kepada  Komisi Pemilihan  Umum,  Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Banggai sesuaj
dengan tingkatannya.

b.      Pengelolaan, Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Ayat (6),  Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola  RKDK
dilengkapj dengan surat pemyataan dari pimpinan Parfai Politik.

2)  Ayat  (10),  RKDK  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  tidak  dapat  ditarik  dan/atau  dilakukan
penggautian, dan

3)  Pasal 36 ayat (1 ), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajjb ditempatkan
pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c.      Penutupan, Pasal 38 PKPU Nomor l8Tahun 2023:

1)  Ayat (1),  Partai Politik Peserfa  Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum  1  (satu)
tlan  setelch  pemriupon  pembukuan  LPPDK sampai  dengan  1   (Satu)  Hari  sebelum
penyampaian LDK kepada KAP.

2)  Ayat   (2),   Penutupan   RKDK  disampaikan   dengan   melampirkan   surat   permohonan
penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan

3)  Pasal  37  ayat  (5),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  wajib  menyampaikan  bukti  penutupan
rekening berapa surat pemyafaan dari Bank Umum 1  (`safu) hari seteLah menerinra surat
pernyataan dari Bank Umum.

2.  Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a.      Muatan lnfomasi,  Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, yang memuat informasi:

1)   RKDK;
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2)  Sa[do awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

3)  Sa[do awal  pembukuan yang  merupakan  sisa  saldo  hasil  penerimaan  sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

4)  Catatan penerimaan dan pengeluaran  Partai  Politik Peserta Pemilu temasuk sebelum
pembukaan Rt(DK;

5)  NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan

6)  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b.      Periode pembukuan, Pasal 47 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Ayat (2),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  mematuhi  pembukuan  lADK yaitu  3  (tiga)  Hari
setelah Partai Politjk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LADK.

2)  Ayat (6),  LADK Partai  Politik Peserta  Pemilu anggota  DPR,  DPRD Provinsi,  dan  DPRD
Kabupaten/Banggaj    ditandatangani    oleh    Pimpinan    Partai    Politik    sesuai    dengan
tingkatannya.

3)  Ayat  (7),  LADK  calon  anggota  DPR,  DPRD  provlnsi,  dan  DPRD  kabupaten/Banggaj
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4)  Ayat    (8),    Dalam    hal    Pimpinan    Partai    Politik    berhalangan    tetap,    lADK   dapat
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta
Pemilu yang bersangkutan.

5)  Ayat (10), Cchalangan tetap me!tryuti keadaan:

a)   meninggal dunia;
b)  tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
c)  sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

c.      Kelengkapan dan penyampaian,  Pasal 51  PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1 )  Ayat I(4) . Partai Poutik Peserta Pemifu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan
Partai   Politik   Peserta   Pemilu   pusat,    provinsi,   dan   kabupaten/Banggai   mematuhi
penyerahan  LADK tidak melampauj waktu yang ditetapkan yaitu  14  (empat belas)  Hari
sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemjlu dalam bentuk rapat umum,
paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

2)  Ayat (3),  Partai  Politik Peserta Pemilu  menyampaikan  LADK dengan  mengirimkan data
dan dokumen lADK yang diunggati melalui Sikadeka.

3)  Ayat 0), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan
Calon dan  Tim  Kampanye  nasional  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  melalui Sikadeka
paling  lambat 5  (hari)  Hari  sejak menerima tanda  pengembalian  dan  berita acara  hasil
pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4)  Ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan
oleh   Komisi   Pemilihan   Umum   Komisi   Pemilihan   umum   Provinsi,   dan/atau   Komisi
Pemilihan  Umum  Kabupaten/Banggai  sesuai  dengan  tingkatannya,  maka  Partai  Politik
Peserta  Pemilu  wajib  melengkapi  dan/atau  memperbaiki  dokumen  LADK  dimaksud
dengan LADK perbaikan yang yang terdiri alas:

a)  Formulir 1,  Laporan Awal Dana Kampanye;
b)  Formulir 2, Daftar Penenmaan Sumbangan Dana Kampanys;
c)   Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Kantop Akuntir) Pub«k BUDIANDRu DAN RERAN I N®m®r kin u8ah@: i€MKOFu N®. S14/K«.1#020
M©mB©r Of GI®bal Into©rae©d A§8uranee I Web8lto: www.kapbudlandrudaflrefan.com

Branch Jakarta -Kemayoran
Jl.  Utan  Panjang 3 No.10,  RT.7/RW.7,

Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus lbukota Jakarta  10640

Tlp. 082110000730 Email :  kapbrjakartal @gmail.com



Cm
d)  Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e)  Formulir 5,  Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
0    Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran:
g)  Formulir 7, Surat Pernyafaan Tanggung Jawab Afas Laporan Awal Dana Kampanye:
h)  Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus  Dana Kampanye;
i)    Bukti-bukti (ransaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan

5)  Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum   Provinsi,   dan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten/Banggai   sesuai   dengan
tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

a)  Formulir 1 ,  Laporan Awal Dana Kampanye;
b)  Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c)   Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d)  Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e)  Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
f)    Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran:
g)  Formulir 7, Surat Pemyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
h)  Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
i)    Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3.  LapoTan PemtieTi Sumt>angan OaTta Kampanye (LPSDK)

a.   Muatan lnfomasi Pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, LPSDK memuat informasi:

1)  jdentitas penyumbang; dan

2)  jumlah sumbangan Dana Kampanye.

b.   Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Ayat    (2)I     Parfai    Politik    Peserta    Pemilu    pusat,    provinsi    dan    kabupaten/Banggai
menyampaikan  LPSDK  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  dengan  mengirimkan  data  dan
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,

2)  Ayat (4),  Penyampaian  LPSDK dilakukan mulai dari awal nasa Kampanye sampai dengan
1  (satu) Hari setelah nasa Kampanye berakhir, dan

3)  Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yalig terdiri atas:

a)  LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b)  LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c)  LPSDK Pihak Lain Pemusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

4.  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a.   Muatan lnformasi,  Pasal 50 ayat (1) PKPu Nomor 18 Tahun 2023,  Partai Politik Peserta Pemilu
menyusun LPPDK yang memuat infomasi:

1)   RKDK;

2)  Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
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3)  Saldo  awal  pembukuan  yang  merupakan  sisa  saldo  hasil  penerimaan  sumbangan  dan

pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan:

4)  Catatan  penerimaan  dan   pengeluaran   Partai   Pol.rtik  Peserta   Pemilu  termasuk  sebelum
pembukaan RKDK;

5)  NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Perrilu;

6)  Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

7)  Saido akhir pada saat penutupan RKDK; dan

8)  Asersi alas Laporan Dana Kampanye.

b.   Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Ayat (2),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  mematuhi  periode  pembukuan  LPPDK yang  dimulai
sejak 3 (tiga) hart setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh)
hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.

2)  Ayat  (6),  LPPDK  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD
Kabupatenreanggai ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

3)  Ayat  0),   LPPDK  calon   anggota  DPR,   DPRD   Provinsi  dan
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

DPRD   Kabupaten/Banggai

4)  Ayat (8),  Dalam hal  Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap,  LPPDK dapat ditandatangani
oleh   pihak  yang   berwenang   sesuai  dengan  AD/ART  Partai   Politik  yang   bersangkutan
dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.

5)  Ayat (10),  Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a)  meninggal dunia;

b)  tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen: atau

c)  sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

c.   Kelengkapan dan Penyampaian,  Pasal 53 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Ayat  (3),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dapat  menyampaikan  LPPDK  dengan  mengirimkan
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

2)  Ayat  (4),   Pimpinan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  pusat,  provinsi,  dan  kebupaten/Banggai
Peserta  Pemilu  Anggofa  DPR dan  DPRD  menyampaikan  Laporan  Dana  Kampanye  paling
lambat  15  (lima  belas)  hari  sctelah  pemungutan  suara  paling  lambat  pukul  23.59  waktu
setempat.

3)  Ayat  (6),   Dalam  hal  Partai   Politik  Peserta   Pemilu  tidak  menyampaikan   LPPDK,   Komisi
Pemilihan  Umum  menyampaikan  LADK  dan  LPSDK  kepada  KAP  melalui  Sikadeka  untuk
dilakukan audit, dan

4)  Pasal  50  ayat  (4),  Penyampaian  LPPDK  l¢epada  KAP  yang  telah  ditunjuk  oleh  Komisi
Pemilihan Umum. dilampiri dengan lADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

a)  Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

b)  Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

c)   Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

d)  Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
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e)  Formulir 5,  Laporan Aktivitas  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye Sebelum

Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

fy   Formulir   6,   Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluaran   Dana   Kampanye   Pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran;

'g)  Formutr 7, Asersi Afas 'Laporan PefleTinaan .dan Pengeluaran Dana Kampanye;

h)  Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusils Dana Kampanye;

i)    Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

j)    Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

d.   Sumber/Klasifikasi  dan  ldentitas  Penyumbang,  sebagaimana  diatur  dalam  PKPU  Nomor  18
Tahun 2023:

1)  Pasal 31  ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dart:

a)   Partai Politik;

b)  Calon anggcta DPR, DPRD provinsj, dan DPRD kabapatenreanggai dari Pa+fai Politik
yang bersangkutan; dan

c)   Sumbangan yang sah menuut hukum dari pihak lain, yaitu:

i.       Perseorangan;

ii.     Kelompok;

iii.   Perusahaan; dan/atau

iv.    Badan usaha nonpemerintah.

2)  Pasal 32  ayat (8),  Kelompok yang memberikan sumbangan  kepada Peserta Pemilu  dalam
bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi
rnasyaratal  sesuai  dengan  ,kelentuan   perundeng-undangan   yang  mengatur  mengerai
organisasi masyarakat.

3)  Pasal  33  ayat  (1),  Sumbangan  dari  pihak  lain  harus  dilengkapi  dengan  surat  pemyataan
penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.

4)  Pasal  33  ayat  (2),  Sumbangan  yang  berasal  dari  perseorangan,  kelompok,  perusahaan,
dan/atau  badan  usaha nonpemerintah  harus  mencantumkan  informasi  identitas yang jelas
dan jumlah sumbangan,

5)  Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dart pihak lain Kelompok dilampiri salinan
keputusan    pengesahan    pendirian    Badan    Hukum    Nonpemerintah   dari    Menteri   yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

6)  Pasal 49 ayat (2)  huruf c,  Sumbangan yang  berasal dart pihak lain perusahaan atau Badan
Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan alcta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

7)  Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penenmaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan
cara  memindahkan  dana  dari   nomor  rekening   penyumbang   ke   RKDK  diser(ai   identitas
penyumbang.

8)  Pasal  36  ayat  (5),  ldentitas  penyumbang  dapat  berupa  surat  keterangan  dari  bank  yang
bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan me`lalui setoran tunai pada bank,
disertai dengan siirat pernyataan penyumbang.

Itentor ^kuutari Publlk BUDIANDFiu DAN REK^N I Nom®F leln usaha: j€MKaRI N®. 514/KM.1rso2o
M®riiibeF ®f Global ljitogFa€©d A§suranco I Wobslto: v!f\^/w.kapbudiandmudanrefan.com

Branch Jakarta - Kemayoran
Jl.  Utan  Panjang 3 No.10,  RT.7/RW.7,

Utan Panjang,  Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,
Daerah  Khusus lbukota Jakarta  10640

Tlp.  082110000730 Email  :  kapbr]akartal @gmail.com



OFcl
e.   Pencatatan Penerimaan Sumbangan, PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1 )  Pasal 34 ayat (4), Parfai Politik Peserta 'Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan
(mencakup  uang,  barang,  dan/atau jasa  yang  dikonversikan  dengan  nilai  uang,  termasuk
utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual
beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

2)  Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih
dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

f.   Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagairnana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal
34  ayat  (1)  dan  (2),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  mematuhi  jumlah  penerimaan  sumbangan
(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual bell secara
umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

1 )  Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan

2)  Rp25.000.000.000,00  (dua puluh  lima  miliar rupiah)  untuk penyumbang  kelompok dan/atau
badan iisaha non pemerintah.

9.   Sumbangan yang dilarang, Pacal 34 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta
Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan,  harms mematuhi ketentuan berikut:

1 )  dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

2)  wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan

3)  menysrahkan surfroangan tersebut ke kas T\legaFa,paling 4ambat 14 (empat belas) hari setelah
masa Kampanye berakhir.

h.   Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Pasal  41   ayat  (1),  Pengeluaran  Kampanye  Peserta  Pemilu  calon  anggota  DPR,   DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/Banggai yaitu untuk:

a)     pembiayaan aktivitas kampanye;

b)     pembayaran hutang; dan

c)      pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan halga pasar yang wajar.

2)  Pasal  34 ayat (4).  Setiap diskon  pembelian  barang yang melebihi batas ke`^rajaran jual  beli
yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Kctorbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Keadilan Sejahtera
Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya,
pengujian  secara  sampling  yang  dilakukan  memungkinkan  adanya  kegagalan  dalam  mendeteksi
ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.  Terdapat keterbatasan sifat,  saat,  lingkup,  ragam.  dan
karakteristik  yang  melekat  pada  sumber  dana  sebagai  asal  usu[  Dana  Kampanye,  sehingga  ada
kemungk[nan  Dana  Kampanye  tidak tercakup  secara  menyeluruh  dalam  laporan  Dana  Kampanye
tersebut.  Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau  informasi yang diserahkan
dan/atau  disediakan  oleh   Partai   Keadilan  Sejahtera  Kota   Palu,  sehingga  kami  tidak  melakukan
pemeriksaan alas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan
legal  ata§ kepatuhan Partai Keadifan  Sejati`tera Kofa Palu tethadap  peraturan  perundang-undangan
yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.
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Tanggung Jawab Partai Kcadilan S®jahtora Kota Palu

Partai  Keadilan  Sejahtera  Kcta  Palu  bertanggungjawab atas  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye
yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Tanggung  jawab  tersebut juga
mencakup penerapan metode penilaian, asumsi] dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, seha
perancangan, implementasi. pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Parfai  Keadilan  Sejahtera  Kota  Palu  juga  bertanggung  jawab  atas  kepatuhan  terhadap  peraturan
perundang-undangan terkajt Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu Tanggal
22 Februari 2024.

Taeggung Jawab Akurhari I.ubun
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik,  adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang
kami  lakukan  dan  bukG-bukti yang  kamj  pero[eh.  Kami  melakukan perikatan  ini  berdasarkan  Standar
Perikatan  Asurans  3000  (Revisi  2022):  "Perikatan  Asurans  selain  Aud-rt  afau  Reviu  atas  lnformasi
Keuangan   Historis"   yang   ditetapkan   oleh   lnstitut   Akuntan   Publik   Indonesia.   Standar   tersebut
menrajibkam kemi  untuk  memenuhi ketentuan  Standar Pengendalian Mutu  1  dan  Kode  Etik Profesi
Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua peTsonel yang terlibat dalam Perikatan
Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan
Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh  personel  profesional  kami  memiliki  kompetensi  dan   pengalaman  yang  diperlukan  dalam
melaksanakan  Perikatan Asurans ini.  Sesuai dengan   pasal  102 ayat (1)  Peraturan  Komisi  Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023,  kami melaksanakan perikatan  ini selama 30 (tiga puluh) hart kalender
terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Parfai Keadilan Sejahtera Kota Palu dari KPU
Kota Palu.

Simpulan

Menumut  opini  kami,  Asersi  Partai  Keadilan  Sejahtera  Kota  Palu  dalam  Laporan  Dana  Kampanye
tersebut di  atas,  telah  patuh  dalam  semua  hal yang  material,  terhadap  kriteria  sebagaimana  dia(ur
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.

Pembataean P®nggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan  Perikatan Asurans ini  hanya kepada  KPU  Provinsi Sulawesi
Tengah dan sesuai dengan Surat Perianjfan Kontrak yang feleh djsepakati. 0leh karena ifu kami tidak
bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

lIANTOR AKUNTAN PUBLIK
BUDIANDRU DAN REKAN

Maman Abdurahman. SE.. Ak..CPA.. ASEAN CPA.
Izin Akuntan Publik No. AP.1948
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Manshur ~rifin Suharyono & Rekan 
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 

Nomor: 4.47/MaSR/4/Ill/DAKAM/2024 

Kepada Yth: 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 

Cakupan 
Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemulihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah 
berdasarkan kontrak 368/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan 
keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye 
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 
2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum; 

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 
Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; 

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan 
Dana Kampanye". 

Informasi Hal Pokok 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana 
Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara terdiri dari: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening 

Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian 
perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening 
Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon 
dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak 
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK 
kepada Komisi Pemilihan Umum; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang memuat 
seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 
1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang 
memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan 
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

Head Office: 
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Kriteria 
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai 
Kebangkitan Nusantara dalam penyusunan La po ran Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi 
oleh Partai Kebangkitan Nusantara dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: 
1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik 

Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu 
pada Bank Umum. 

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan 
Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa 
kampanye. 

3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK 
yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 

4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat 
kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada 
Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 

b. Pengetotaan, Pasat 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemitu dapat menunjuk petugas untuk mengelola 

RKDK dileng 
2) kapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik, 
3) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan 

penggantian, dan 
4) Pasat 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib 

ditempatkan pada RKDK tertebih dahutu sebetum digunakan untuk kegiatan 
Kampanye Pemitu. 

c. Penutupan, Pasat 38 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemitu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) 

Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LDK kepada KAP, 

2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan 
penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan 

3) Pasat 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti 
penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah 
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

2. Laporan Awai Dana Kampanye (LADK) 
a. Muatan Informasi, Pasat 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi: 

1) RKDK; 
2) 5aldo awat RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 
3) Satdo awat pembukuan yang merupakan sisa satdo hasil penerimaan sumbangan 

dan pengeluaran untuk kegiatan kampanyeapabila diterima sebetum periode 
pembukuan; 

4) Catatan penerimaan dan pengetuaran Partai Politik Peserta Pemitu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK; 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 
6) Bukti penerimaan dan pengetuaran yang dapat dipertanggungjawabkan 

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari 

setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemitu dan ditutup 1 (satu) Hari 
sebetum penyampaian LADK. 
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2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya 

3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat 
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ ART Partai Politik 
Peserta Pemilu yang bersangkutan 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
a) meninggal dunia; 
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 
c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi 

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu 
dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan 
data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh 
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan 
Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda 
pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, 
paling lam bat pukul 23.59 waktu setempat. 

4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 
dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 
maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki 
dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang terdiri atas: 
a) Formulir 1, Laporan Awai Dana Kampanye; 
b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 
c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 
e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 
f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan 

Pengeluaran; 
g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye 
h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 
i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan 

5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai 
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 
a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 
b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 
c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 
e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. 
f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan 

Pengeluaran; 
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g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana 
Kampanye; 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye 
i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 
a. Muatan lnformasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi: 

1) identitas penyumbang 
2) jumlah sumbangan Dana Kampanye 

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat 

kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum 
dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui 
Sikadeka, 

2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai 
dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan 

3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 
a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 
b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 
c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 
a. Muatan lnformasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta 

Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 
1) RKDK 
2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 
3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan 

dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 
pembukuan; 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK; 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 
6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 
7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan 
8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang 

dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 
dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk 
Komisi Pemilihan Umum. 

2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provi nsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya. 

3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat 
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik 
yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai 
Politik yang bersangkutan. 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
a) meninggal dunia; 
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 
c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 
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2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan 
Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling 
lambat pukul 23.59 waktu setempat 

3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi 
Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka 
untuk dilakukan audit, dan 

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi 
Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 
a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluara Dana Kampanye; 
b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 
c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 
e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 
Kampanye; 

f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 
Penerimaan dan Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 
h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 
i) Surat Pernyataan dari Bank Urn um yang menyatakan bahwa rekening Pasangan 

Calon bersangkutan telah ditutup. 
j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 
18 tahun 2023: 

1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 
a) Partai Politik; 
b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik 

yang bersangkutan; dan 
c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: 

i. Perseorangan; 
ii. Kelompok; 

iii. Perusahaan; dan/atau 
iv. Badan usaha nonpemerintah 

2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu 
dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum 
selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang 
mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat 
pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan 
jumlah sumbangan. 

4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, 
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan 
informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan. 

5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok 
dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah 
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan 
hak asasi manusia. 

6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan 
Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau 
badan usaha 

7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan 
dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK 
disertai identitas penyumbang. 
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8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank 
yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran 
tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang. 

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh 

sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan 
nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi 
batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar 
Penerimaan Sumbangan, dan 

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK 
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu. 

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 
Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan 
sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai 
uang, termasuk utang dan 
diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli 
secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah 
ini: 

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 
perseorangan;dan 

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh Lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok 
dan/atau badan usaha non pemerintah 

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik 
Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi 
ketentuan berikut: 

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; 
2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan 
3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat betas) 

hari setelah masa Kampanye berakhir. 
h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 
a) Pembiayaan aktivitas kampanye; 
b) Pembayaran hutang; dan 
c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan 

2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran 
jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 

Keterbatasan Laporan 
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi 
yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai 
Kebangkitan Nusantara. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang 
melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan 
dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, 
saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana 
Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh 
dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen 
dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Kebangkitan Nusantara, 
sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam 
laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Kebangkitan Nusantara 
terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 
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Tanggung Jawab Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 
Partai Kebangkitan Nusantara bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye 
yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tanggung jawab terse but 
juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam 
laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk 
penyusunan laporan. Partai Kebangkitan Nusantara juga bertanggung jawab atas kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah 
dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai 
Kebangkitan Nusantara tertanggal 28 Februari 2024. 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat 
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye terse but berdasarkan prosedur­ 
prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini 
berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau 
Reviu atas I nformasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik Indonesia. 
Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 
dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel 
yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk 
merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung 
kesimpulan kami. 
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan 
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 100 Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) 
hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan 
Nusantara dari Komisi Pemilihan Umum. 

Simpulan 
Menu rut opini kami, Asersi dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam 
semua hat yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. 

Pembatasan Penggunaan Laporan 
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan 
Umum Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena 
itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk 
tujuan lainnya. 

Kantor Akuntan Publik 
Manshur ~rifin Suharyono dan Rekan 

Rekan 

wiwin Arifin, SE, Ak, M.Ak, CA, ASEAN CPA, CPA, 
Nomor Register AP. 1786 

Jakarta, 25 Maret 2024 
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3 K― Pan ● m men脚 mpa kal tPSDK secara en9略 p yang trd l

a・asI

a  ,PSCK Pth3k Lati pese‐■9ani

b  LPSuK,:hak tain Kelompoki dan

c  LPSOK Pihak tain Pettsa laan da llabu Badan U∞ ha

Nonpemettnbh

D Laporan Pene.inaan &n Pengaluaran Oaoa Kampanr€ (LPPDK)

1 KrH“
"_RIPPOK F"u neat補

し離 d

B  RKDK:

b   Saldo awal a・ au s31dO pemmkean dah sumber

peidehani

Pasl 50 a'€l (1 ) PdatuEn

KomisiPemillh8n Umum

tslano oana (anpanye

Pemilihan Uhdn Nomor

晰

協



N0 HAL UNSUR KcPAn■ Nヽ PERATURAIN TFRKAn
PATUH′

11口AK
PハTUH

( 2 3 4 5

c. Saldo awalpehbukuan yang merup6kan sisa saldo

hast pasil!@ s.!6anqa da Do.qBtu-.n onok
k€graian l..arya.rys ap6t b 46iB seb*D pdin6

d. C.ad,p6e.irE (hr F.lgErlaa Fbrla PbB,k
P€E Pdr*r tsDen( setElm pd r*ao RXDKi

e. NolE p.rd( Eiib paidr Bing-rBng Perlai Pohik

f. Buklipene.iman dan penqelraianyahq daDat

dip€rtanggunsjawabkan;

9. Sddo akhn pada saal penutupan pmbuklan LPPDKI

h, A*ni ala Laporan Dana &mpanye-

`8 Tahun 2023

滋

2 a Kami menyusun t日 つ くO mula selak 3 11 gal Hal

seldah penelapan Panai P。 1じk P6er18 Pemlo Oan

d lulup 7("uh)■ 31 Sebe um penvampa an LPPDK

keleda KAP yang Otuniuk KPu

Pas.l 50 aydt (2) Feraluran

KomisiPemilihan Uhuh
ienta.q Dana Kampanye

Pemilihan Uhuh NohorlS
Tahun 2023.

b. P€mbukuan Dana Kampanye le.pisah dari pshbukuah

keuanq.n PartEi Polia P66ena Pemilu yang

Pasa1 43 ayat(3)Peraturan

Ko n g Pe輛 :han Umum

lentang ll ana K8,mparlye

Pem lhan Umom Nomo「 18

Tahun 2023

c- PdllNk@ DM Kanparyeurnelop lrfeesi
r6td'g bd,i k da jmlah F.si'lr@.ba

. pqlgdEe died:i hrk pqstlld.Ln ldlqetus6r
rdlo daet dpenarggungi*abl*

Pa“ 143 ayal(6)Pe a10ね。

Komisi pemlhan umom

ten●ng Dana Kampanye
pem‖ han Umum Nomor18

T.hun 2023 みんス
d. Pdhrkue DaE Katrpadye .hiii tdrgg'nE jaM!

Parl€i Pdilik P6€rta Pemihr yeg b* q{olan.
Pasal 43 .yaI (7) P6ratuGn

KomisiPMilihan Umum

ienlang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor ls %ム
3 a  Kahli menyampaikan LPPDK kepada KAP yang

d tu“uk。 1。h KPU Oengan mengrimkan data dan

dokumen LPPDK yang diunggah melalし i sikadeka

PasalS3 ayat (1) dan ayat (31

Pdraluran Komisi P*ilihan

Kanpanye Pemiliha. Umum ″
b  Kami menyampakan tPPDK paing ama 15 oima

beias)Hai seSudal hal pemungじ 憾n suara pa ng

ambat puku123 59 waktu salempat

Pasa 53 ayat14)Peraturan

Kom:si pemlthan Umtm

tenlang Dana Kampanye

Pemlhan Umum Nomo「 18

T8hun 2023 ″ム
4

―

pan 鰤 me"`mpalkan LPPDK secara lengkap yang terdll

趣

l) FORMULIR l LAPORAN PENERIMAAN DAN
pFNGELUARAN DANA KAlaPANYEI

π

れ

″ス



NO H AL UNSUR KEPA‐ AN PERATURAN‐ RKAF
PATUH′

りAK
PATUH

`

2 3 4 5

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9,

FORMULlR 2 DAFTAR PENER:MAЛ ヽSuMBANGAN
DANA KAMPANYEI

FORutlLIR 31夕 VЮR翻 照 MTハS PEN●RIMAAN
DAN PENCELUARAN DANA KAMPANVEI

FoRMULIR 4 0AFTAR PCRsCDl● AN BARANG DANA
KAMPANYE:

FORMUL R 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KANIPANYE SEBEtUM
PER:ODE PEMBUKUANい PORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAIaPANYEl

FORMUL R 6_ヽ'ORAN PENERlヽい肉ヽDAN
PENGELUARAN DANA KANIPANYE PENttTATAN
PENER,MAAN DAN PENGELUARAN:

FoRMtttR 7 AsERSIATAS LA● ORAN PENERINl● AN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANVE;

Sa na● dan ttekenlhg K● 8■ Rokehlns Khusus Dana

Kampanye;

Suねt Pemya● an da1 3ank Umum´ nO menyabkan

bab″a rekeninO Pa,●l PolⅢ k pese・ 8 Pemlu yang

bettngo● n telah Oitutupl dan

Boktも uh trans8ksi penelmaan dan tr.nsaksi

pengeluaran

″

E

1 Kaml meneHma Dan8 Kampanye pemlu anggola DPR

りに_pЮ ■nS dan OPRO k“ upatenRola yang aperOlen
daH:

a  PartaI Pdnki

b  Calon a"g●・a DPR DPRD,7ovinSi dan DPRD

kabupalen′ kola dal Panal P。〔面k yang besangkutani

dan

e  St mbangan yang sah menerut hukum daA pihaklain

Pasal 31 ayai (1 ) Pelatu6n
(onlisl Pemninan Umum

tohlang Dana Kampanye

Pesilihan UDum Nomor

lSTahun 2023.
%次

2 Kami mem.tuhi ilmEh maksimal balasn penenMan
sumbsngan yang men€kop uang, b66ng d.n/aLau jasa

yang dikonversikn d€.gan nilai uanq, temasuk diskon
pembelia barang atau jasa yahq helEbihi batas k ajaEn
l6ns.ktl s6m utM da^ kdi kldin .H LAOI(
IPSOK, dan LPPOK. Rin.fun pembatasan maksimal

suBbang.n sebaga i ben kur:

d OEnE <8rpanyePemrll enqgo€ DpR OPRD p@v,ns.,

dan DPRD kabupatenl@la t€ng behsaldad
p6BeoEnaan palina banyak Rp2.500.000.000.00 (dua

mili* li@ .an s iura tupian) $kna nae Xampany.,

b. Dala Kamp:nye Pea'rJ anoqota DPR, DPRD povinsr

dan DPRO kabupatBn,kota y€nq bera&l dan kelompok,
p4*haan, dan/alau badan usaha nonpemennkh
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima

,ita n&i:tn) serr@ ,lrg r6pdtrF.

Pasa134 P● aturan Kom si
peml han Umum tentang Dana

Kamp8nye pemlihan Umum

Nomo718 Tahun 2023

″



N0 HAL UNSUR KEPATUHAN Pと RATURAN TERKA`T
PATUH′

TjDAK

PATUH

1 2 3 4 5

3 Kami ndak me.Oglnakan danadan$mba.gan yang

dilaran!, Apabila kamimenenma smbangan yaEg dilarang

naka karinemaluhi kolonroan s6bag.i bonku]t

a. rihr 16996r@ srrndgs lrs.a.rr

b. dapo.ta srnbaEa yrg rt.EE trs€hn ke9.da

c MdF.r*t' srrt6n+a.r rs*etut t6 le Nsgft
palng brbat l,l (epat bebs) rl3i seg* l,le
(anpahy€ b€hkhn.

Pa撻134 ayal15)dan PaSal

l16 ayま (2)P餃血 ,an Kom`i

Pom lhan umum tenlung

Dan3 Kampanye pemllhan

Umum Nomo 18 Tahun 2023

72夕

ゑイ1

4 kam men@lEt dan medbukutan setunJll pengeluaran

Dana Kamparye rntul pehbraya& aktvns (ampany€,

p6mbaya6n hulans, dan penqebars. lain-lain, yanq dinilai

beda$*an halga pe$r yang mjar.

a) Pab*ryaan aldilila3 |(np..tye lstr@* pd$elai
baahg dar, aia! pdaaYra iH.

b) P€.rbayra nd-g trBt4€la pettqrad alas
tEraig P{ta Poliril Pssre tuinl ys'g Lnb.l d&
Fnb€lan bamg rldi pihak Ean da. lM*rdi ldrggung

id Prti Polr lM fuia! F g taslghran.
.* O.E Xr.iS-!c sid d*dit5e sa*

lctiirF s*i Prti Fo-l hsr. Fan& .Ea-n
Firs'Er(b!9qElirr@rgEa

Pas● 4,Peraturan KomiS
pem:lhan umum tentang Dana

Kam"nye pem hanり mum
No■К才,8 Tahun 2023

砕

¨
―
‐
・ ―

“

呼 m_

KETUA DEWAN PlMPINAN DAERAH

孵

PALU 23 Febma1 2024

8ENDAHAttA DEwAN P MPINAN DAER咄 1
KOTA PALU

眸



A FORMULIR l LAPORAN PENERIMAAN OAN PENGELUARAN DANA KAIvlPANVE

PARTA!KEBANeKlTAN Nυ SANTARA

PにMIL HAN υMUM CALON ANGGOTA DPRD KA● uPATENlくOTA

DttVAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENOEL● ARAN DANA KAMPANYE

Pelode 17 Desember 2022 s′ d23 1anua1 2024

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANV∈

UANG(Rp) BARANC(Rp) JASA(RO)

へ | Peneimaar sebeluD pslod€ 0 0 0

A2 P.ne.ir@ sMb*ga.
Paltai Po“ k

a PaniP“ 欧 ■ngblPu‐‐ t ll 500000 0

b. Partai Pdinrk Tingkat Pmvinsi 0 0 0

G 賜 哺 PO ttk■Ⅲ ュ Kabupatenxぬ l JXl∞0 0 0

2 CakD Argqota Le8islalif

a S{nbaEe cds Anegota rGsblat f 0 0 0

b- Jasa Karpa,tye G6lon A.tggota
L€lrlrblif

0 0 3009000

3 Sumbangan Pihak Lain PMngan 0 0 0

4 ¨ mbangan Pihak tan Kdompok 0 0 0

5 s{mbangan Pihd(Lain Pslshaan
dar/alau Bada UsarE NmDsreriniah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SuMBANGAN 1300000 500000 3009000

A3 Pe.erimaan Lain-Lain

1 Bunga Bank 0 0 0

」UMLAH PENERIMAAN LAINtAIN 0 0 0

“

Pene.ihaan BaEng H6il Pmb€ran
1 Penerihari Barang Hasil Pombuatan

Bahar/Desiglr daJ/aliau Aal PeEga
0 1200000 0

2 BaBg Oiterima Umuka Hail
Pembuakn Bahan/Dosigndah/atau Alat

0 0 0

」UMLAH PENERllttAAN BARANG
HASIt PEMBEL,AN

0 120o000 0

ToTAL PCNERIMAAN 1 300000
`7oo ooo

3 009 0oo

一 ―

グな
ヽ    ノ

ー



NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG lRp) BAMNG (Rp) JASA (Rp)

B Pengeluahn sebelum period€ 0 0 0

Bl

1. 0 0 0

2. 0 0 0

3 Perlemuan Tatap Muka 0 0 0

4 Pmb1lalarvProd*si lklan di Media
Mrss, c.iek, Mdfi€ M€g Elu*tonir.
Media Sosial, dan Media Odm Jatugan

O 0 0

5 Pembuatan Bahan/Design darvatas Alai 1.200-000 0 0

6 PenyebarEn Baha Kampdye Padai
Poh,t Xepa.la Umum dan/atau
P€masangan Aial Peiaga Kamlanye

a. Psyeoaran aahan Kampanye Patai
Po{tit K6r6da Umm

0 0 0

b. P€tnas,tga Aal Pdaga KampaDye 0 0 0

7. PeriyebaBn Bahan Kanrpany€ Cak'n
Anggota Legislatl Kepada Umurtr
dan/arau pernasargan Aai Pe'Ega

a. Pdyebara aahan (anpenye C6hn
ADggota Legislalil Kepada UBUm

0 0 0

b- Pemasangan Aht Pe.aga Knparye
Caloh Anssoia Legislalrf

0 0 0

a l(6gli?rr Uir F{ md( ne|a{gr
tttlrrl(. irrtad P'.i.rrl
Plrtr€[.{lE?all

D 0 0

Ｃ
一 kBeatr, Uiltir

0 0

b. Pqtl6.a K.riarr.r , 0 0

c. Pnbelan Peralatai 0 0 0

d. Pdttay*ar UDaag Penbdian
Baran9

0 0 0

1) PenqebaEn L.rnnya 0 0 0

2) Sumbangan ke Papol Tingkat
Provinsi/KabupatentlKota

0 0 0

3) Sumbangatr ke Calon Anggol.a 0 0 0

4) Jae Kampanye Caloh AhEoota
Logisrafl

0 0 3009000

TOTAL PENGELUARAN 12'1000 0 3009000

C

1. t lang Pnbeld Bardg 0 0 O



NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAI.I● ANYE

UANG(Rp) BAMNG(Rp) 」ASA(Rp)

D

`

Kas diRekenihg Khusls Daha 89000 0 0

0

3 0 1700000 0

PALU 28 Febiua1 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAHKETUA DE,VAN PIMPlNAN DAERAH
KOTA PALu

羅

KOTA PALU



B FORM∪ tlR 2 0AFTAR PENERlMAAN SUM8ANCAN DANA KAMPANYE

PARTA:KEBANGKITAN NuSANTARA

PEMILIHAN UMllM CALON ANG60TA DPRD KABじ PATEN4くoTA

DEIVAN PtMPINAN Dハ ERAH KOTA PALU

DAFTAR PENERIMAAN SuMBANCAN DANA KAMPANYE

Peflode 17 Desember 2022 s′ d23」anua1 2024

NOMOR SυMBER DANA KAMPANYE
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG(Rp) BARANG(Rp) 」ASA(Rp)

| Pa●aI Pollk

a  Partai Pollk Tingkat Pusa: 0 500000 0

b Partai Pollk■ ngkat Pro■ nsi 0 O 0

c Par.ai P。 1lk TiRgkat Kabupaten′

Ko●
1300000 0 0

| ∞ 0000 500000 0

2 P‐ Cab■ 蝉 わ Lepr

¨ O 0 0

■

―

聰 嚇 PaSe_.「

…

0 0 0

4
― ―

韓 歯
―
Ok

枷 耐 動 9 0 0

墨 Sr'mtlrigpi Fi@k l.ah &ilsdliaff d!rn/ dE! Earbn UIHiE NlorEGrder ntah

Jo・nlah 0 0 0

TOTAL PENERIMAAN SuMBANGAN
`300000

500000 0

一
―

「
 ε

t

・′
―tr●
`

ー



PにU,23 Febttan 2024

BENDAHARA DE,VAN P,MPINAN DAERAHKETUA DEIvAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

/綺 ξ



















G.FORMULIR7ASERSIATASLAPORANPENERIMAANDANPENGELUARANDANAKAMPANYE 

 

 
ASERSIATASLAPORANPENERIMAANDANPENGELUARANDANAKAMPANYE PARTAI 

POLITIK PESERTA PEMILU 

PARTAI HATI NURANI RAKYAT 

DEWANPIMPINANDAERAHKOTAPALU 

Kamiyangbertandatangandibawah ini: 

 
1. Nama :RIDWAN BASATU 

Alamat :JL.JAJAKIRAYA 

NomorIndukKependudukan :7271031003690003 

Jabatan :Ketua 

 
2. Nama :TAMARAPUTRI, S.HUT 

Alamat :JL. MUTIARA 

NomorIndukKependudukan :7271034509960003 

Jabatan :Bendahara 

 
adalahPengurusPartaiPolitikPesertaPemiluAnggotaDPRDKabupaten/Kota. 

DenganinimenyatakankepatuhankamiterhadapketentuanUndang-UndangNomor7Tahun2017tentangPemilihanUmumdan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut: 

 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSURKEPATUHAN 

 
PERATURANTERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

A. RekeningKhususDanaKampanye(RKDK) 

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama 

PartaiPolitikPesertaPemiludanterpisahdarirekening 

Partai Politik Peserta Pemilu. 

Pasal37ayat(1)danayat(2) 
Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

b. KamimembukaRKDKpadaBankUmumsejakPartai 

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 

dimulainya masa Kampanye 

Pasal37ayat(3)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 

c. Kamimembukadanmelaporkanhanya1(satu)nomor 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota. 

Pasal37ayat(8)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSURKEPATUHAN 

 
PERATURANTERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

2. Pengelolaan KamimenempatkanPenerimaanDanaKampanyeyang 
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

Pasal36ayat(2)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari 

setelahpenutupanpembukuanLPPDKsampaidengan 1 

(satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana 

Kampanye kepada KAP. 

Pasal38ayat(1)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b.Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan 
rekeningkhususdanakampanyedariBankUmum 

kepadaKPUKabupaten/Kota,1(satu)Harisetelah 

menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

Pasal38ayat(5)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 

B. LaporanAwalDanaKampanye(LADK) 

1. MuatanInformasi KamimenyusunLADKyangmemuatinformasi: 

a. RKDK; 

b. SaldoawalRKDKatausaldopembukaandansumber 

perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasilpenerimaansumbangandanpengeluaranuntuk 

kegiatanKampanyeapabiladiterimasebelumperiode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

PesertaPemilutermasuksebelumpembukaanRKDK; 

e. Nomorpokokwajibpajakmasing-masingPartaiPolitik 
Peserta Pemilu; dan 

f. Buktipenerimaandanpengeluaranyangdapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal47ayat(1)Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentangDanaKampanye 

PemilihanUmumNomor 

18Tahun2023. 

PATUH 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan 
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik 

ditetapkansebagaiPesertaPemiludanditutup1(satu) 

Hari sebelum penyampaian LADK. 

Pasal47ayat(2)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 

Tahun 2023. 

PATUH 

b. PembukuanDanaKampanyeterpisahdaripembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal43ayat(3)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluarandisertaibuktipenerimaandanpengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal43ayat(6)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 

Tahun 2023. 

PATUH 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSURKEPATUHAN 

 
PERATURANTERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  d. PembukuanDanaKampanyemenjaditanggungjawab 
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal43ayat(7)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU 

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan 

dokumenLADKyangdiunggahmelaluiSikadeka; 

Pasal51ayat(3)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b. KamimenyampaikanLADKdilakukanpalinglambat14 
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat 

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

Pasal51ayat(4)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 

c. Apabilaterdapatperbaikan,makakamimenyampaikan 
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui 
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima 
tanda pengembalian dan berita acara hasil 
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 

pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal51ayat(7)Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

PemilihanUmumNomor18 

Tahun 2023. 

PATUH 

4. Kelengkapan a. KamimenyampaikanLADKsecaralengkapyangterdiri 
atas: 

1) FORMULIR1LAPORANAWALDANAKAMPANYE; 

2) FORMULIR2DAFTARPENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR3LAPORANAKTIVITASPENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR4DAFTARPERSEDIAANBARANG 
DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR5LAPORANAKTIVITASPENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR6LAPORANAWALDANAKAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR7SURATPERNYATAANTANGGUNG 
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) SalinandanRekeningKoranRekeningKhususDana 
Kampanye; dan 

9) Bukti-buktitransaksipenerimaandantransaksi 

pengeluaran. 

b. ApabilaLADKyangkamisampaikandikembalikanoleh 
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi 
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud 
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 

 PATUH 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSURKEPATUHAN 

 
PERATURANTERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR1LAPORANAWALDANAKAMPANYE; 

 
2) FORMULIR2DAFTARPENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR3LAPORANAKTIVITASPENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR4DAFTARPERSEDIAANBARANG 
DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR5LAPORANAKTIVITASPENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR6LAPORANAWALDANAKAMPANYE 
PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR7SURATPERNYATAANTANGGUNG 
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) SalinandanRekeningKoranRekeningKhususDana 
Kampanye; dan 

9) Bukti-buktitransaksipenerimaandantransaksi 

pengeluaran. 

 PATUH 

C. LaporanPemberiSumbanganDanaKampanye(LPSDK) 

1. MuatanInformasi KamimenyampaikanLPSDKdaripenyumbangkepadaKPU 

yang memuat informasi: 

a. Identitaspenyumbang;dan 

b. JumlahsumbanganDanaKampanye. 

Pasal49ayat(1)Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentangDanaKampanye 

PemilihanUmumNomor18 

Tahun 2023 

PATUH 

2. Penyampaian 
Laporan 

KamimenyampaikanLPSDKkepadaKPUKabupaten/Kota, 
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Pasal52ayat(3)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 

Tahun 2023. 

PATUH 

3. Kelengkapan KamimenyampaikanLPSDKsecaralengkapyangterdiri 

atas: 

a. LPSDKPihakLainPerseorangan; 

b. LPSDKPihakLainKelompok; dan 

c. LPSDKPihakLainPerusahaandan/atauBadanUsaha 

Nonpemerintah. 

 PATUH 

D. LaporanPenerimaandanPengeluaranDanaKampanye(LPPDK) 

1. MuatanInformasi KamimenyusunLPPDKyangmemuatinformasi: 

a. RKDK; 

b. Saldoawalatausaldopembukaandansumber 

perolehan; 

Pasal50ayat(1)Peraturan 

KomisiPemilihanUmum 

tentangDanaKampanye 

PemilihanUmumNomor 

PATUH 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSURKEPATUHAN 

 
PERATURANTERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasilpenerimaansumbangandanpengeluaranuntuk 

kegiatanKampanyeapabiladiterimasebelumperiode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

PesertaPemilutermasuksebelumpembukaanRKDK; 

e. Nomorpokokwajibpajakmasing-masingPartaiPolitik 

Peserta Pemilu; 

f. Buktipenerimaandanpengeluaranyangdapat 

dipertanggungjawabkan; 

g. SaldoakhirpadasaatpenutupanpembukuanLPPDK; 

dan 

h. AsersiatasLaporanDanaKampanye. 

18Tahun2023. PATUH 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari 

setelahpenetapanPartaiPolitikPesertaPemiludan 

ditutup7(tujuh)HarisebelumpenyampaianLPPDK 

kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

Pasal50ayat(2)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b. PembukuanDanaKampanyeterpisahdaripembukuan 
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal43ayat(3)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 

Tahun 2023. 

PATUH 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluarandisertaibuktipenerimaandanpengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal43ayat(6)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 
Tahun 2023. 

PATUH 

d. PembukuanDanaKampanyemenjaditanggungjawab 
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal43ayat(7)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 

Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang 

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan 

dokumenLPPDKyangdiunggahmelaluiSikadeka. 

Pasal53ayat(1)danayat(3) 
Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima 
belas)Harisesudahharipemungutansuara,paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal53ayat(4)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
PemilihanUmumNomor18 

Tahun 2023. 

PATUH 

4. Kelengkapan KamimenyampaikanLPPDKsecaralengkapyangterdiri 

atas: 

1) FORMULIR1LAPORANPENERIMAANDAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

 PATUH 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSURKEPATUHAN 

 
PERATURANTERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  2) FORMULIR2DAFTARPENERIMAANSUMBANGAN 

DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR3LAPORANAKTIVITASPENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR4DAFTARPERSEDIAANBARANGDANA 

KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DANPENGELUARANDANAKAMPANYESEBELUM 

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARANDANAKAMPANYEPENCATATAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 

7) FORMULIR7ASERSIATASLAPORANPENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

8) SalinandanRekeningKoranRekeningKhususDana 

Kampanye; 

9) SuratPernyataandariBankUmumyangmenyatakan 

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan telah ditutup; dan 

10) Bukti-buktitransaksipenerimaandantransaksi 

pengeluaran. 

 PATUH 

E. KetentuanLainnya 

1. SumberDana 
Kampanye 

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, 
DPRDprovinsi,danDPRDkabupaten/kotayangdiperoleh dari: 

a. PartaiPolitik; 

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kotadariPartaiPolitikyangbersangkutan; 

dan 

c. Sumbanganyangsahmenuruthukumdaripihak lain 

Pasal31ayat(1)Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

PemilihanUmumNomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

2. Pembatasan/ 

Kesesuaian 

Sumbangan 

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan 

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa 

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 

pembelianbarangataujasayangmelebihibataskewajaran 

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 

sumbangan sebagai berikut: 

a. DanaKampanyePemiluanggotaDPR,DPRDprovinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

perseoranganpalingbanyakRp2.500.000.000,00(dua 

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b. DanaKampanyePemiluanggotaDPR,DPRDprovinsi, 
danDPRDkabupaten/kotayangberasaldarikelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah 
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 
miliar rupiah) selama masa Kampanye. 

Pasal 34 Peraturan Komisi 

PemilihanUmumtentangDana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023. 

PATUH 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSURKEPATUHAN 

 
PERATURANTERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

3. Sumbanganyang 
Dilarang 

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang 
dilarang,Apabilakamimenerimasumbanganyangdilarang 

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidakmenggunakansumbangantersebut; 

b. Melaporkansumbanganyangdilarangtersebutkepada 

KPU; dan 

c. MenyerahkansumbangantersebutkekasNegara 
palinglambat14(empatbelas)Harisetelahmasa 

Kampanye berakhir. 

Pasal34ayat(5)danPasal 

116ayat(2)PeraturanKomisi 

Pemilihan Umum tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 

UmumNomor18Tahun2023. 

PATUH 

4. Pengeluaran 

DanaKampanye 

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran 

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 

pembayaranhutang,danpengeluaranlain-lain,yangdinilai 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

a) PembiayaanaktivitasKampanyetermasukpembelian 

barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari 

pembelianbarangdaripihaklaindanmenjaditanggung 

jawabPartaiPolitikPesertaPemiluyangbersangkutan. 

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk 

membiayaisaksiPartaiPolitikPesertaPemiludalam 

pemungutan dan penghitungan suara. 

Pasal 41 Peraturan Komisi 

PemilihanUmumtentangDana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

 
Demikianpernyataaninidibuatdengansebenarnya. 

 
 
 

KETUADEWANPIMPINANDAERAH 

KOTA PALU 

Palu,20Februari2024 

BENDAHARADEWANPIMPINANDAERAH 

KOTA PALU 

 

 
Cap 

(RIDWANBASATU) (TAMARAPUTRI,S.HUT) 



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 
PARTAI HATI NURANI RAKYAT 

 
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024 
 
 

 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Partai Politik    

 a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0 

 b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0 

 c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 1.000.000 0 0 

2. Calon Anggota Legislatif    

 a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 
kepada Parpol 

0 0 0 

 b. Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 91.593.713 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0 

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 1.000.000 0 91.593.713 
     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 0 0 0 
 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0 
     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 
Kampanye 

0 0 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 
HASIL PEMBELIAN 

0 0 0 

     

 TOTAL PENERIMAAN 1.000.000 0 91.593.713 



 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

     

B Pengeluaran sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 0 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 
Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum dan/atau 
pemasangan Alat Peraga Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Partai Politik 

0 0 0 

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 
dan/atau pemasangan Alat Peraga 
Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Calon Anggota Legislatif 

0 0 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 
Larangan Kampanye dan Peraturan 
Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a. Administrasi Bank 300.000 0 0 
 b. Pembelian Kendaraan 0 0 0 
 c. Pembelian Peralatan 0 0 0 
 d. Pembayaran Utang Pembelian 

Barang 
0 0 0 

 e. Pengeluaran Lain    

 1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0 

 2) Sumbangan ke Parpol Tingkat 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

0 0 0 

 3) Sumbangan ke Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 0 

 4) Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 91.593.713 

     

 TOTAL PENGELUARAN 300.000 0 91.593.713 
     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 
     



 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 
Kampanye 

0 0 0 

2. Kas di Bendahara 700.000   

3. Barang 0 0 0 

 
 
 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KOTA PALU 

Palu, 20 Februari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KOTA PALU 

 
 

Cap 

(RIDWAN BASATU) (TAMARA PUTRI, S.HUT) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Asurans Independen (LAI) Publikasi 

ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE 

PESERTA PEMILU PARTAI GARUDA 

KOTA PALU 

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

UNTUK PERIODE 17 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 22 FEBRUARI 2024 

 



 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 

Nomor: 00052/2.0899/SPA-3000/II/0756-I/III/2024 

 

 

 

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 

 

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu berdasarkan berdasarkan Surat 

Perjanjian 370/PL.01.7-SPK/72/2024 untuk melakukan perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan 

memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia 

Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 

terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye, yaitu: 

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863). 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan 

Umum; 

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan 

dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan 

Dana Kampanye Pemilihan Umum; 

'Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai “Peraturan Dana 

Kampanye”. 

 

Informasi Hal Pokok 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye 

Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu terdiri dari: 

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana 

Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan 

pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan 

sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

dan pihak lain yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai sebagai Peserta Pemilu sampai 

dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh 

penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari 

sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat 

seluruh penerimaan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan 

sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang 

ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. 



 

 

Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Garda Republik Indonesia 

Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi 

oleh Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana 

Kampanye adalah: 

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu 

yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum. 

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan 

Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye. 

3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang 

diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 

4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat 

kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi 

Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK 

dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik, 

2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan 

penggantian, dan 

3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada 

RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari 

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian 

LDK kepada KAP, 

2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan 

RKDK kepada Bank Umum, dan 

3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan 

rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat 

pernyataan dari Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi: 

1) RKDK; 

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;  

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan 

pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; 



 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum 

pembukaan RKDK; 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan 

 

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah 

Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum 

penyampaian LADK. 

2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. 

3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani 

oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani 

oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia; 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai 

Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan 

LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari 

pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat 

pukul 23.59 waktu setempat. 

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan 

Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka 

paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil 

pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

4) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 

yang dilengkapi dengan: 

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. 

f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran; 



 

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan   

5) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh 

Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu 

wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan 

yang yang terdiri atas: 

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. 

f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan 

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi: 

1) identitas penyumbang 

2) jumlah sumbangan Dana Kampanye 

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat 

kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,   

2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 

(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan    

3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:  

a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu 

menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK           

2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;    

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan 

pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum 

pembukaan RKDK; 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;     



 

6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;     

7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan      

8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.       

b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai 

sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 

(tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan 

Umum. 

2) (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

      

3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani 

oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani 

oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan 

dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia; 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan   

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data 

dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.  

2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 

Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling 

lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu 

setempat. 

3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi 

Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk 

dilakukan audit, dan 

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan 

Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:  

a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 

Penerimaan dan Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 



 

i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon 

bersangkutan telah ditutup. 

j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.   

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 

2023: 

1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 

a) Partai Politik; 

b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang 

bersangkutan; dan 

c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:    

i. Perseorangan;    

ii. Kelompok; 

iii. Perusahaan; dan/atau 

iv. Badan usaha nonpemerintah      

2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam 

bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi 

masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai 

organisasi masyarakat. 

3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan 

penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan. 

4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, 

dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas 

dan jumlah sumbangan. 

5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan 

keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha 

Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan 

cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas 

penyumbang. 

8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang 

bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, 

disertai dengan surat pernyataan penyumbang. 

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan 

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk 

utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual 

beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan 

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih 

dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu. 



 

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 

34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan 

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang 

dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara 

umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: 

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; 

dan 

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau 

badan usaha non pemerintah      

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta 

Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: 

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; 

2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan 

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah masa Kampanye berakhir. 

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 

a) Pembiayaan aktivitas kampanye; 

b) Pembayaran hutang; dan 

c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan 

2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang 

berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 

 

Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang 

tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Garda Republik Indonesia 

Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang 

melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam 

mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, 

dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada 

kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. 

Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau 

disediakan oleh Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu, sehingga kami tidak 

melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan 

penentuan legal atas kepatuhan Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu 

terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.  

 

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu 

Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan 

Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab 

tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, 



 

serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. 

Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan 

dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Dewan 

Pimpinan Daerah Kota Palu tertanggal 23 Februari 2024. 

 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan 

keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami 

lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan 

Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” 

yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi 

ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan 

independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga 

mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam 

mendukung kesimpulan kami. 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam 

melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 

kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu 

dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. 

 

Basis adanya Ketidakpatuhan 

Pemeriksaan kami tidak mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye 

yang berlaku bagi Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu selama periode 17 

Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 

 

Simpulan 

Menurut opini kami, sebagaimana adanya kepatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, 

Asersi Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye 

tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. 

  



 

 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan 

sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab 

atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 

 

Kantor Akuntan Publik 

Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti 

 

 

 

 

Mumajad, S.E., Ak., M.M., CPA 

NRAP: AP.0756 

Izin Usaha: 311/KM.1/2012 

Jakarta, 28 Maret 2024 
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
00003/2.1034/SPA3000/SS/1162-2/1/III/2024 

 
Kepada Yth. 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 
Di Tempat 
 
Cakupan 
Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan 
Kontrak Nomor 371/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan 
keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana 
Kampanye Partai Amanat Nasional Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai 
dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana 
Kampanye yang terdiri dari: 
a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum. 
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan 
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. 
 
Informasi Hal Pokok 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang 
Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Kota 
Palu terdiri dari: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi 

Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo 
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum 
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang 
bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 
pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) 
hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. dan 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang 
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan 
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan 
Umum Kota Palu. dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan 
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

 
Kriteria 
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan 
pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi 
oleh Partai Amanat Nasional Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: 
1. Rekening Khusus Dana Kampanye 



 

 

a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu 
yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan 
Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa 
kampanye. 

c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang 
diterbitkan oleh KPU. 

d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 
membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, 
dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 

e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK 
dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik. 

f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK 
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan 
penggantian. 

h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari 
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LDK kepada KAP.  

i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan 
RKDK kepada Bank Umum. 

j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa 
surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan 
dari Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: 

1) RKDK. 
2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan. 
3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima 
sebelum periode pembukaan. 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK. 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah 
Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LADK. 

c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya. 

d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani 
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu 
yang bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal dunia. 



 

 

2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan 
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi 
penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) 
Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk 
rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan 
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak 
menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling 
lambat pukul 23.59 waktu setempat 

j) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai 
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan 
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 
tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau 
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye  
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 
a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut: 

1) identitas penyumbang. 
2) jumlah sumbangan dana kampanye. 



 

 

b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat 
kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan 
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

c) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 
(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 
1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 
2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang 

merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. 

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK. 

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan 
7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai 
sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 
7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

c) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya. 

d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani 
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan 
dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang 
bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal Dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan 
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye 
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 
23.59 waktu setempat. 

i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan 
LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 



 

 

4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 
Kampanye. 

6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 
Penerimaan Dan Pengeluaran. 

7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai 

Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup. 
10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU 
menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan 
audit. 

k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 
1) Partai Politik. 
2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai 

Politik yang bersangkutan. dan 
3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, 

Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah. 
l) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang 

yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan. 
m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau 

badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas 
dan jumlah sumbangan. 

n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk 
uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain 
organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang 
mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

o) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan 
pengesahan pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non 
Pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

q) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara 
memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas 
penyumbang. 

r) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. 
s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, 

disertai dengan surat pernyataan penyumbang. 
t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan 

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, 
termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas 
kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar 
Penerimaan Sumbangan. 

u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu 
sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 



 

 

v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup 
uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang 
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual 
beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah 
di bawah ini. 
1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

perseorangan. dan 
2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok 

dan/atau badan usaha non pemerintah. 
w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 
1) Pembiayaan aktivitas kampanye. 
2) Pembayaran hutang. dan 
3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar. 

x) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang 
berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 

 
Keterbatasan Laporan 
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada 
informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh 
Partai Amanat Nasional Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat 
keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan 
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang 
terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada 
sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana 
Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. 
Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan 
dan/atau disediakan oleh Partai Amanat Nasional Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan 
pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan 
penentuan legal atas kepatuhan Partai Amanat Nasional Kota Palu terhadap peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 
 
Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional Kota Palu 
Partai Amanat Nasional Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana 
Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung 
jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang 
digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan 
proses yang relevan untuk penyusunan laporan. 
 
Partai Amanat Nasional Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan 
dalam Asersi Partai Amanat Nasional Kota Palu tanggal 27 Februari 2024. 
Tanggung Jawab Akuntan Publik 
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat 
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan 
prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan 
perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans 

selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut 



 

 

Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan 
Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan 
independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar 
tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans 
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 
 
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan 
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami 
melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami 
menerima Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Kota Palu dari Komisi Pemilihan 
Umum Kota Palu. 
 
Simpulan 
Menurut opini kami, Asersi Partai Amanat Nasional Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye 
tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya. 
 
 
 
 
Pembatasan Penggunaan Laporan 
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi 
Pemilihan Umum Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah 
disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh 
pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 
 
 
Hormat kami, 
Kantor Akuntan Publik 
Annas Cahyadi 
 
 
 
 
 
Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA 
NRAP: AP.1162 
 
26 Maret 2024 
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
Nomor 00007/3.0483/AS.03/KPU/1860-1/1/III/2024 

 
 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Provinsi Sulawesi Tengah dan  
Kota Palu. 
 
Cakupan 

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Perjanjian 
(Kontrak) Nomor 372/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan 
memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Bulan 
Bintang (PBB) untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan 
perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum. 
 

Informasi Hal Pokok 
Berdasarkan ketentuan PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan 

Dana Kampanye Partai Bulan Bintang (PBB) terdiri dari: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening 

Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan 

penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana 
Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai 
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta 
Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Palu; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh 
penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari 
sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Palu; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat 
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai 
Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

 
Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Bulan 
Bintang (PBB) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai 
Bulan Bintang (PBB) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah PKPU No.18 Tahun 2023 
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 
 

Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang 
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Bulan Bintang 
(PBB).  
 

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian 
secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan 

dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang 
melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana 
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Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan 
kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh 
Partai Bulan Bintang (PBB), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak 
diungkapkan didalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Bulan 
Bintang (PBB) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana 
Kampanye.  
 
Keterbatasan Lain Yang Dialami Oleh Praktisi 
Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 273/PL.01.7-SD/05/2024 tanggal 07 
Februari 2024, Poin / Angka 14 pada halaman 5 menyebutkan bahwa dalam hal hasil konsultasi 
sebagaimana dimaksud pada angka 13 ditemukan kendala dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye 
Peserta Pemilu yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi 
kepada KAP. 
 
Angka 13 halaman 4 menyebutkan untuk memastikan penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu 
dan Calon Anggota DPD telah memenuhi kelengkapan dan cakupan informasi sebagaimana dimaksud 
pada angka 3, angka 4, dan angka 6, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota diminta untuk dapat 
menerima konsultasi dari peserta pemilu dalam proses penyusunan LPPDK sebagaimana ketentuan 
Pasal 91 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tantang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum. 
 
Berdasarkan surat KPU tersebut diatas, atas setiap hasil konsultasi Partai Politik Peserta Pemilu 
terhadap KPU menjadi bahan pertimbangan dalam penerimaan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan 
kelengkapannya yang akan diserahkan kepada Auditor Kami. 
 
Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang (PBB) 
Partai Bulan Bintang (PBB) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup 
penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, 
implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Bulan 
Bintang (PBB) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan 
terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi  Atas Laporan Penerimaan 
Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang Dewan 
Pimpinan Daerah Kota Palu. 
 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan 
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang 
kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar 
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi 
Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan 
kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 
termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. 
Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans 
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.  
 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam 
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 



  ADI DAN DEKI REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT 
NIU KAP CABANG MAKASSAR : 505/KM.1/2023 

Jln. Topaz Raya Ruko Zamrud Blok B No. 7, Kel. Masale,  
Kec. Panakkukang Kota Makassar - Sulawesi Selatan 90231 

Telp : 0811447985 - 085399338559, email : kap.adkmks@gmail.com 
  

Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye 
Peserta Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender 
terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang (PBB) dari KPU Kota 
Palu. 
 
Simpulan 
Menurut opini kami, Asersi Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di 
atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU 
No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 
 
Pembatasan Penggunaan Laporan 
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kota Palu dan sesuai 
dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab 
atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 
 
 
Kantor Akuntan Publik 
Adi & Deki Cabang Makassar, 
 
 
 
 
 
 
 
Edy Susanto, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTA., CPA (Expert)., CSRS., CSRA., CSP., ASEAN CPA., 
CertDA. 
(AP.1860) 
 
 
Makassar, 25 Maret 2024. 
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
00008/2.1084/SPA3000/11/0799-1/1/III/2024 

 
 
Kepada Yth. 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 
Di Tempat 
 
Cakupan 
Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kontrak 
Nomor 373/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan 
memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kota Palu untuk 
periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan 
terkait pelaporan Dana Kampanye yang terdiri dari: 
a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan 

Umum. 
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan 

Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan 
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan 

dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. 
 
Informasi Hal Pokok 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kota Palu terdiri dari: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening 

Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan 
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana 
Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai 
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta 
Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum 
Kota Palu. dan 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh 
penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari 
sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat 
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai 
Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

 
Kriteria 
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan pelaksanaannya. 
Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam 
penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Demokrat Kota Palu 
dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: 
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1. Rekening Khusus Dana Kampanye 
a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang 

terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum. 
b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK 

yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye. 
c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh 

KPU. 
d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka 

dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 

e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan 
surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik. 

f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih 
dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian. 
h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah 

penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada 
KAP.  

i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK 
kepada Bank Umum. 

j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat 
pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: 

1) RKDK. 
2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan. 
3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan 

pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan. 
4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum 

pembukaan RKDK. 
5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 
b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai 

Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian 
LADK. 

c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. 

d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh 
calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak 
yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 
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g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik 
Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak 
melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu 
setempat. 

h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen 
LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta 
Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda 
pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu 
setempat 

j) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 
tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, 
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik 
Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan 
LADK perbaikan yang terdiri atas: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 
a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut: 

1) identitas penyumbang. 
2) jumlah sumbangan dana kampanye. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 
menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang 
diunggah melalui Sikadeka. 

c) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari 
setelah masa Kampanye berakhir. 

d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 
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1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 
2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa 

saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila 
diterima sebelum periode pembukuan. 

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum 
pembukaan RKDK. 

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan 
7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) 
hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum 
penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

c) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. 

d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh 
calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak 
yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan 
surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal Dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan 
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta 
Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 
(lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan 
LPSDK serta dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 

Penerimaan Dan Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
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9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta 
Pemilu bersangkutan telah ditutup. 

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 
j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan 

LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit. 
k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 

1) Partai Politik. 
2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang 

bersangkutan. dan 
3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, Kelompok, 

Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah. 
l) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang 

menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan. 
m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha 

non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan. 
n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, 

dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai 
dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

o) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan 
pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non Pemerintah wajib 
dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

q) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari 
nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. 

r) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. 
s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan 

surat pernyataan penyumbang. 
t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, 

barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon 
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) 
yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. 

 
 

u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum 
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, 
barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon 
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi juaal beli secara umum) 
yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini. 
1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan. 

dan 
2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau 

badan usaha non pemerintah. 
w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota yaitu untuk: 
1) Pembiayaan aktivitas kampanye. 
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2) Pembayaran hutang. dan 
3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar. 

x) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara 
umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 

 
Keterbatasan Laporan 
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang 
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Demokrat Kota Palu. 
Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian 
secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan 
dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang 
melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana 
Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan 
kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh 
Partai Demokrat Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak 
diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Demokrat 
Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 
 
Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Demokrat Kota Palu 
Partai Demokrat Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup 
penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, 
implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. 
 
Partai Demokrat Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Partai Demokrat 
Kota Palu tanggal 21 Januari 2024. 
 
Tanggung Jawab Akuntan Publik 
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan 
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang 
kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar 
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi 

Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan 
kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 
termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. 
Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans 
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 
 
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam 
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 
(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kota 
Palu dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. 
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Simpulan 
Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrat Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, 
telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan 
peraturan pelaksanaannya. 
 
Pembatasan Penggunaan Laporan 
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum 
Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak 
bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 
 
 
Hormat kami, 
Kantor Akuntan Publik 
Khairunnas 
 

 

 
 
 
 
 
Drs. Khairunnas DS, Ak., CA., CPA., CPI., ASEAN CPA 
Pemimpin 
 
25 Maret 2024 
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Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Palu

Cakupan

1.

2.

3.

4.

Informasi Pokok

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai “Peraturan Dana

Kampanye”.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, Laporan Dana

Kampanye DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu terdiri dari: 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No.D.05/ADK-KOTPAL/ASR.1533/III/2024

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu berdasarkan SPK NOMOR

19/RT.01.1-PBJ-SPK/95/2024 tanggal 26 February 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan

keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye DPD

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari

2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan

dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;



1.

2.

3.

Kriteria

1.

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

4)

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK

dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah . Kriteria tersebut juga dijadikan acuan

dan diterapkan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu dalam penyusunan Laporan Dana

Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu dalam

menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu

yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.

ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan

RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang

diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat

kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi

Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus

Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan

penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana

Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU. 

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh

penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari

sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Palu; dan
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat

seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai

Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.



2)

3)

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

2

a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

Bukti     penerimaan     dan     pengeluaran     yang     dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah

Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum

penyampaian LADK.
ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani

oleh calon yang bersangkutan.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

RKDK;

Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan

dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye;

apabila diterima sebelum periode pembukuan;

Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum

pembukaan RKDK;

ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan

penggantian, dan

Pasal 36 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan

pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian

LDK kepada KAP,
ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan

RKDK kepada Bank Umum, dan

Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening

berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan

dari Bank Umum.



4)

5)

a)

b)

c)

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

4)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
Formulir   6,   Laporan   Awal   Dana   Kampanye   Pencatatan Penerimaan dan 

Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;

Salinan   dan   Rekening   Koran   Rekening   Khusus   Dana Kampanye; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan

Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka

paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil

pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh

Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib

melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang

yang terdiri atas:
Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

meninggal dunia;

tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;

sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai

Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan

LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari

pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat

pukul 23.59 waktu setempat.
ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani

oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.



5)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

3.

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:

1)

2)

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

1)

2)

3)

a)

b)

c)

4.

a.

1)

2)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu

menyusun LPPDK yang memuat informasi:

RKDK

Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat

kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan

mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1

(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan

Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:

LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

LPSDK   Pihak   Lain   Perusahaan   dan/atau   Badan   Usaha Nonpemerintah.

Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;

Salinan   dan   Rekening   Koran   Rekening   Khusus   Dana Kampanye; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

identitas penyumbang.

jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir   6,   Laporan   Awal   Dana   Kampanye   Pencatatan Penerimaan dan 

Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,

yang dilengkapi dengan:



3)

4)

5)

6)

7)

8)

b.

1)

2)

3)

4)

5)

a)

b)

c)

c.

1)

2)

3)

sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:

ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data

dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana

Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul

23.59 waktu setempat,

ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi

Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk

dilakukan audit, dan

ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani

oleh calon yang bersangkutan.

ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani

oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan

dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

meninggal dunia;

tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan

Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu

menyusun LPPDK yang memuat informasi:

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak

3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari

sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan

pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum

pembukaan RKDK;



4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j.

d.

1)

a)

b)

c)

i.

ii.

iii.

iv

2)

3)

4)

Badan usaha nonpemerintah

Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam

bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain

organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur

mengenai organisasi masyarakat.
Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan

penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.

Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan,

dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang

jelas dan jumlah sumbangan.

Partai Politik;

Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang

bersangkutan; dan

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:

Perseorangan;

Kelompok;

Perusahaan; dan/atau

Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Salinan   dan   Rekening   Koran   Rekening   Khusus   Dana Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon

bersangkutan telah ditutup.

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun

2023:

Pasal 31 ayat (1),  Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

Formulir   1,   Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluara   Dana Kampanye;

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum

Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan

Penerimaan dan Pengeluaran;

Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan

Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:



5)

6)

7)

8)

e.

1)

2)

f.

1)

2)

g.

1)

2)

3)

Rp2.500.000.000,00  (dua milyar  lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; 

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau

badan usaha non pemerintah.

Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta

Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan

menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari

setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan

cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas 

Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang

bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada

bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:

ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk

utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual

beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK

terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal

34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang

dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli

secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan

keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha

Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.



h.

1)

a)

b)

c)

2)

Keterbatasan Laporan

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana

Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab

tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam

laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk

penyusunan laporan.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam

Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye DPD Partai Solidaritas Indonesia

(PSI) Kota Palu tanggal 28 Februari 2024.

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi

yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh DPD Partai

Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat

keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan

adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. 

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana

sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara

menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada

dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DPD Partai Solidaritas

Indonesia (PSI) Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal- hal yang tidak

diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan DPD Partai

Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu.

Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:

ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota yaitu untuk:

Pembiayaan aktivitas kampanye;

Pembayaran hutang; dan

Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli

yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.



Simpulan

Pembatasan Penggunaan Laporan

Kantor Akuntan Publik ASRI

Asri, SE., Ak.,CA.,CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1533

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kota Palu dan sesuai

dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab

atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Makassar, 25 Maret 2024

Menurut opini kami, Asersi DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu dalam Laporan Dana

Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan

Umum.

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan

keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang

kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar

Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi

Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut

mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi

Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan

Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan

Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami

memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan , kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung

sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu dari KPU

Kota Palu.

Tanggung Jawab Akuntan Publik



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 
 

 
ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
1. Nama : ELISAH BETTY TAMBUNAN 

Alamat : Jl. UNA-UNA 2 NO. 71 

Nomor Induk Kependudukan : 3175076405790011 

Jabatan : Ketua 

 
2. Nama : VYRA MAHARANI KAMASE 

Alamat : Jl. Terung No. 14 

Nomor Induk Kependudukan : 7271026602980003 

Jabatan : Bendahara 

 
adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut: 

 
 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama 

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening 

Partai Politik Peserta Pemilu. 

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 
 

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai 

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 

dimulainya masa Kampanye 

Pasal 37 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota. 

Pasal 37 ayat (8) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang 

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

Pasal 36 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari 

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana 

Kampanye kepada KAP. 

Pasal 38 ayat (1) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan 

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum 

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah 

menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

Pasal 38 ayat (5) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; dan 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 47 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

PATUH 
 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan 

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) 

Hari sebelum penyampaian LADK. 

Pasal 47 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU 

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; 

Pasal 51 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 

(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat 

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

Pasal 51 ayat (4) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui 
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima 
tanda pengembalian dan berita acara hasil 
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 
pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 51 ayat (7) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 
 

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi 
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud 
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 

 PATUH 
 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

 
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 PATUH 
 

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU 

yang memuat informasi: 

a. Identitas penyumbang; dan 

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. 

Pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 

PATUH 
 

2. Penyampaian 

Laporan 

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, 

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Pasal 52 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 
 

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha 

Nonpemerintah. 

 PATUH 
 

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

Pasal 50 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

PATUH 
 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; 

dan 

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

18 Tahun 2023.  

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari 

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan 

ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK 

kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

Pasal 50 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 
 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang 

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan 

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) 
Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 
 

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima 

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 53 ayat (4) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 
 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

 PATUH 
 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN 

DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA 

KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM 

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan 

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan telah ditutup; dan 

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

  

E. Ketentuan Lainnya 

1. Sumber Dana 

Kampanye 

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh 

dari: 

a. Partai Politik; 

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; 

dan 

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain 

Pasal 31 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

PATUH 
 

2. Pembatasan/ 

Kesesuaian 

Sumbangan 

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan 

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa 

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran 

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 

sumbangan sebagai berikut: 

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, 
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah 
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 
miliar rupiah) selama masa Kampanye. 

Pasal 34 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023. 

PATUH 
 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

3. Sumbangan yang 

Dilarang 

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang 

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang 

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada 

KPU; dan 

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara 

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa 

Kampanye berakhir. 

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 

116 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023. 

PATUH 
 

4. Pengeluaran 

Dana Kampanye 

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran 

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian 

barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari 

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung 

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk 

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam 

pemungutan dan penghitungan suara. 

Pasal 41 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 
 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 
 
 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KOTA PALU 

Palu, 23 Februari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KOTA PALU 

  
 

Cap 

(ELISAH BETTY TAMBUNAN)  (VYRA MAHARANI KAMASE) 



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

 

 
 

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 
 

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024 

 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Partai Politik    

 a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0 

 b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0 

 c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 1.000.000 0 0 

2. Calon Anggota Legislatif    

 a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 
kepada Parpol 

0 0 0 

 b. Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 101.909.000 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 26.000.000 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0 

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 27.000.000 0 101.909.000 

     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 16.656 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 16.656 0 0 

     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 
Kampanye 

0 400.000 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 
HASIL PEMBELIAN 

0 400.000 0 

     

 TOTAL PENERIMAAN 27.016.656 400.000 101.909.000 



 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

     

B Pengeluaran sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 0 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 
Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 
Media Sosial, dan Media Dalam 
Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

400.000 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum dan/atau 
pemasangan Alat Peraga Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum 

0 400.000 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Partai Politik 

0 0 0 

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 
dan/atau pemasangan Alat Peraga 
Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Calon Anggota Legislatif 

0 0 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 
Larangan Kampanye dan Peraturan 
Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a. Administrasi Bank 97.650 0 0 

 b. Pembelian Kendaraan 0 0 0 

 c. Pembelian Peralatan 0 0 0 

 d. Pembayaran Utang Pembelian 
Barang 

0 0 0 

 e. Pengeluaran Lain    

 1) Pengeluaran Lainnya 519.006 0 0 

 2) Sumbangan ke Parpol Tingkat 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

0 0 0 

 3) Sumbangan ke Calon Anggota 
Legislatif 

26.000.000 0 0 

 4) Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 101.909.000 

     

 TOTAL PENGELUARAN 27.016.656 400.000 101.909.000 

     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 



 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

     

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 
Kampanye 

0 0 0 

2. Kas di Bendahara 0   

3. Barang 0 0 0 

 

 
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KOTA PALU 

Palu, 23 Februari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KOTA PALU 

 
 

Cap 

(ELISAH BETTY TAMBUNAN) (VYRA MAHARANI KAMASE) 



    

 

 

 

 

LAPORAN ASURANS 

INDEPENDENT (LAI) 

PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) 

KOTA PALU 

PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024 

 
 



KantorAkunton Publik
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LAPORAN ASuRANS INDEPENDEN
N omor: 001 69/2 . 0979/DAKAM/1682-1 -1 /I I I/2024

Kepada Yth:
K®tua Komlsi P®mlllhan Umum

Kabupaton Kota Palu
JI. Balal Kofa Sol. No.6, Tanamod[ndl, Kee, Mantikuloro, Kote Palu, Sulawes] T®ngah 94111

Cakupan

Kami   telah   melakukan   perikatan   dengan   Komisi   Pemilihan   Umum   Provinsi   Sulawesi
Tengah    berdasarkan    kontrak    nomor    375/PL.01.7-SPK/72/2024,    untuk    melakukan
Perikatan  Asurans  dengan  keyakinan  memadai  dan  memberikan  kesimpillan  terhadap
kepatuhan  Laporan  Dana  Kampanye  Partai  Perindo  Kabupaten  Kota  Palu  untuk  periode
17  Desember  2022  sampai  dengan  22  Februari  2024  terhadap  peraturan   perundang-
undangan terkait pelaporan  Dana Kampanye, yaitu:
1.     Undang-Undang  Nomor 7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran Negara

Republik  Indonesia Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang 7 Tahun
2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  undang-undang  Nomor 1
Tahun 2022 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan  Umum  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2023  Nomor  54,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   Nomor
6863);

2.     Peraturan   Komisi   Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  18  Tahun  2023  tentang  Dana
Kampanye Pemilihan Umum;

3.     Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor  1190  Tahun  2023  tentang   Pedoman
Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

4.     Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor  1677  Tahun  2023  tentang   Pedoman
Teknis  Pelaporan  Dana  Kampanye Pemilihan  Umum;

Untuk  selanjutnya  Undang-undang  dan  peraturan  tersebut  diatas  kami  sebut sebagaibperaturan  Dana Kampanye-.

Informasi  Hal  Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan
Dana  Kampanye Partai Perindo Kabupaten Kota Palu terdiri dari:
1.     Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADK)  adalah  pembukuan  yang  memuat  informasi

Rekening   Khusus   Dana   Kampanye,   sumber   perolehan   saldo   awal  atau   saldo
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan  Rekening  Khusus  Dana  Kampanye,  dan  penerimaan  sumbangan  yang
bersumber dari pasangan Calon dan/atau  Partai  Politik atau  Gabungan  Partai  Politik
dan  pihak  lain  yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan
1  (satu) hari sebelum  penyampaian  LADK kepada  Komisi  Pemilihan  Umum;

2.    Laporan   Pemberi  Sumbangan  Dana  Kampanye  (LPSDK)  adalah  pembukuanyang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan
sampai dengan 1  (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada  Komisi  Pemilihan
Umum;  dan

3.     Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan
yang  memuat  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  Dana  Kampanye  yang  dimulai
sejak   ditetapkan   sebagai    Peserta    Pemilu   sampai   dengan    berakhirnya    masa
kampanye.

1
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Kritoria

Kriteria   yang   kami   gunakan   dalam   Perikatan   Asurans   ini   adalah   Peraturan   Komisi
Pemilihan   Umum   Nomor   18   tahun   2023.   Kriteria  tersebut  juga   dijadikan acuan   dan
diterapkan  oleh  Partai  Perindo  Kabupaten  Kota  Palu  dalam  penyusunan  Laporan Dana
Kampanye.  Kriteria  yang wajib  dipatuhi  oleh  Partai  Perindo  Kabupaten  Kota  Palu dalam
menyusun  Laporan  Dana Kampanye adalah:
1      Rekening  Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a.     Pembukaan,  Pasal 37  PKPU  nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat  (2),   Partai  Politik  Peserta  Pemilu  membuka  RKDK  atas  nama  Partai

Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta
Pemilu pada Bank Umum.

2)     ayat  (3),   Partai   Politik  Peserta   Pemilu   membuka   RKDK  tidak  melampaui
ketentuan   Pembukaan   RKDK  yaitu   paling   lambat   1   (satu)   hari   sebelum
dimulainya masa kampanye.

3)     ayat (4),  Pembukaan  RKDK dilengkapi  dengan  surat pengantar pembukaan
RKDK yang diterbitkan oleh  Komisi  Pemilihan  Umum.

4)     ayat (8), Partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsidan tingkat
I(abupaten/kota   membuka   dan   melaporkan   hanya   1   (satu)   nomor   RKDK
kepada  Komisi Pemilihan Umum,  Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan/atau
Komisi Pemilir`an Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

b.     Pengelolaan,  Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat   (6),   Partai   Politik   Peserta   Pemilu   dapat   menunjuk   petugas   untuk

mengelola  RKDK  dilengkapi  dengan  surat  pernyataan  dari  pimpinan  Partai
Politik'

2)     ayat  (10),  RKDK  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  tidak  dapat  ditarik  dan/atau
dilakukan  penggantian,  dan

3)     Pasal  36  ayat (1),  Penerimaan  Dana  Kampanye yang  berbentuk  uangwajib
ditempatkan  pada  RKDK terlebih  dahulu sebelum  digunakan  untuk  kegiatan
Kampanye Pemilu.

c.     Penutupan,  Pasal 38 PKPU  nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat (1), Partai politik peserta pemilu wajib menutup RKDK pada Bank umum

1  (satu)  Hari setelah penutupan pembukuan  LPPDK sampai dengan  1  (satu)
Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,

2)     ayat    (2),     Penutupan    RKDK    disampaikan    dengan    melampirkan    surat
permohonan penutupan  RKDK kepada  Bank  Umum,  dan

3)     Pasal  37  ayat  (5),   Partai  Politik  Peserta  Pemilu  wajib  menyampaikan bukti
penutupan  rekening  berupa surat pernyataan  dari  Bank  Umum  1  (satu)  Hari
setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2      LaporanAwal Dana Kampanye (LADK)
a.     Muatan  lnformasi,  Pasal 46 ayat (1)  PKPU  nomor  18 tahun  2023,  yang  memuat

informasi:
1)      RKDK;
2)     Saldo awal  RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan:
3)     Saldo   awal   pembukuan   yang   merupakan   sisa   saldo   hasil   penerimaan

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye;
4)     apabila diterima sebelum periode pembukuan:
5)     Catatan penerimaan dan pengeluaran  Partai Politik Peserta Pemilu termasuk

sebelum  pembukaan  RKDK;
6)     NPwp masing-masing partai politik peserta pemilu;
7)     Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.



b.    Periode Pembukuan,  Pasal 47 PKPU  nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat (2),  Partai  Politik Peserta  Pemilu  mematuhi pembukuan  LADKyaitu

3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan
ditutup  1  (satu)  Hari sebelum penyampaian  LADK.

2)     ayat  (6).   LJ\DK   Partai   Politik   Peserta   Pemilu   anggota   DPR,   DPRD
Provinsi,   dan   DPRD   Kabupaten/Kota   ditandatangani   oleh   Pimpinan
Partai  Politik sesuai dengan tjngkatannya.

3)     ayat   (7),    lADK   calon   anggota   DPR,    DPRD   provinsi,   dan   DPRD
kabupateM{ota ditandatangani oleh calon yang  bersangkutan.

4)     ayat (8), Dalam hal pimpinan partai politik berhalangan tetap, LADKdapat
ditandatangani   oleh   pihak  yang   beiwenang   sesuai   dengan   AD/ART
Partai  Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

5)     ayat (10),  Berhalangan tetap meliputi keadaan:
a)     meninggal dunia;
b)    tidak mampu melaksanakan tugas secara  permanen;  atau
c)    sedang melaksanakan  ibadah keagamaan

c)    Kelengkapan dan Penyampaian,  Pasal 51  PKPU  nomor 18 tahun 2023:
1 )     ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRDprovinsi

Pimpinan    Partai    Politik    Peserta    Pemilu    tingkat    pusat,     provinsi,    dan
kabupaten/kota  mematuhi  penyerahan  LADK  tidak  melampaui  waktu  yang
ditetapkan   yaitu    14   (empat   belas)    Hari   sebelum    hari   pertama   jadwal
pelaksanaan  Kampanye  Pemilu  dalam bentuk   rapat   umum,   paling   lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

2)     ayat   (3),    Paifai    Politik    Peserta    Pemilu    menyampaikan    LADK   dengan
mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

3)     ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh
Pasangan   Calon   dan   Tim    Kampanye   tingkat   nasional   kepada    Komisi
Pemilihan  Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan beritaacara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan
Umum ,  paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4)     ayat (5),  apabila  LADK yang  disampaikan  oleh  Partai  Politik  Pesertapemilu
dikembalikan oleh  Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan/atau     Komisi     Pemilihan     Umum     Kabupaten/Kota     sesuai     dengan
tingkatannya,  maka  Partai  Politik  Peserta  Pemilu wajib  melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumenLADK  dimaksud  dengan  LADK perbaikan  yang  yang
terdiri atas:
a)     Formulir
b)     Formulir
c)     Formulir

Laporan Awal Dana Kampanye;
Daf(ar Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye;

Laporan   Aktivitas    Penerimaan    dan    Pengeluaran  Dana
Kampanye;

d)    Formulir 4,  Daftar Persediaan  Barang  Dana  Kampanye;
e)    Formulir   5,    Laporan   Aktivitas   Penerimaan   dan    Pengeluaran    Dana

Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana  Kampanye;
f)     Formulir 6,  Laporan Awal  Dana  Kampanye  Pencatatan  Penerimaan  dan

Pengeluaran;
g)    Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal  Dana

Kampanye;
h)    Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus  Dana Kampanye;
i)      Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. dan

5)     Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADKkepada Komisi pemilihan umum, Komisi
Pemilihan   Umum   Provinsi,   dan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten/Kota
sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
a)    Formulir 1,  Laporan Awal Dana Kampanye:
b)    Formulir 2,  Daftar Penerimaan Sumbangan  Dana  Kampanye;
c)     Formulir    3,    Laporan    Aktivitas    Penerimaan    dan    Pengeluaran  Dana

Kampanye;

3



d)    Formulir 4,  Daftar Persediaan Barang  Dana Kampanye
e)    Formulir   5,    Laporan   Aktivitas   Penerimaan    dan    Pengeluaran    Dana

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
f)    Formulir 6,  Laporan Awal  Dana  Kampanye  Pencatatan  Penerimaan  dan

Pengeluaran;
g)    Formulir  7,  Surat  Pernyataan  Tanggung  Jawab  atas  Laporan  Awal

Dana Kampanye;;
h)    Salinan dan Rekening Koran  Rekening Khusus Dana Kampanye
i)      Bukti-bukti transaksi  penerimaan dan transaksi pengeluaran

3.    Laporan pemberi sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a.     Muatan lnformasi Pasal 49 ayat (1)  PKPU nomor 18 tahun 2023,  LPSDKmemuat

informasi:
1)     identitas penyumbang
2)    jumlah sumbangan  Dana  Kampanye

b.     Kelengkapan dan Penyampaian,  Pasal 52  PKPU  nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat (2), Partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsidan tingkat

kabupaten/kota   menyampaikan   LPSDK   kepada   Komisi   Pemilihan   Umum
dengan   mengirimkan   data  dan  dokumen   LPSDK  yang   diunggah   melalui
Sikadeka;

2)     ayat  (4),  Penyampaian  LPSDK  dilakukan  mulai  dari  awal  nasa  Kampanye
sampai dengan 1  (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  dan

3)     Pasal 49 ayat (2),  LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
a)     LPSDK pihak Lain perseorangan;
b)     LPSDK pihak Lain  Kelompok;  dan
c)     LPSDK             Pihak   Lain      Perusahaan    dan/atau

Nonpemerintah
Badan Usaha

4.    Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a.     Muatan  lnformasi,  Pasal  50  ayat  (1)  PKPU  nomor  18  tahun  2023,   Partaipolitik

Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
1)      RKDK
2)     Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3)     Saldo   awal   pembukuan   yang   merupakan   sisa   saldo   hasil   penerimaan

sumbangan  dan   pengeluaran   untuk   kegiatan   Kampanye   apabila   diterima
sebelum periode pembukuan;

4)     Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta  Pemilu termasuk
sebelum  pembukaan  RKDK;

5)     NPwp masjng-masing partai politik peserta pemilu;
6)     Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
7)     Saldo  akhir pada  saat penutupan  RKDK;  dan
8)    Asersi atas Laporan  Dana  Kampanye.

b.    Periode Pembukuan,  Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat  (2),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  mematuhi  periode  pembukuan  LPPDK

yang  dimulai  sejak  3  (tiga)   hari  setelah  ditetapkan  sebagai   Partai   Politik
Peserta   Pemilu  dan  ditutup  7  (tujuh)  hari  sebelum   penyampaian   LPPDK
kepada  KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan  Umum.

2)     ayat (6),  LPPDK Partai  Politik Peserta Pemilu anggota DPR.  DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinanpartai Politik sesuai
dengan tingkatannya.

3)     ayat    (7),     LPPDK    calon    anggota    DPR.     DPRD    Provinsi    dan    DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4)     ayat (8).  Dalam  hal  Pimpinan  Partai  Politik  berhalangan  tetap.LPPDK dapat
ditandatangani  o[eh  pihak  yang  beiwenang  sesuaidengan  AD/ART  Partai
Politik yang bersangkutan dibuktikandengan surat keterangan pendelegasian
dari  Partai Politik yangbersangkutan.



5)     ayat (10),  Berhalangan tetap meliputi keadaan:
a)      meninggal dunia;
b)     tidak mampu  melaksanakan tugas secara  permanen;  atau
c)     sedang melaksanakan ibadah keagamaan

c.     Kelengkapan dan Penyampaian,  Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat (3).  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dapat  menyampaikan  LPPDKdengan

mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
2)     ayat (4),  Pimpinan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu tingkat pusat,  provinsi,  dan

kabupaten/kota  Peserta  Pemilu  Anggota  DPR  dan  DPRD  menyampaikan
Laporan   Dana   Kampanye   paling   lambat   15   (lima    belas)    hari    setelah
pemungutan  suara  paling  lambat  pukul
23,59 waktu setempat,

3)     ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK,
Komisi   Pemilihan  Umum  menyampaikan   LADK  dan   LPSDK  kepada   KAP
melalui Sikadeka untuk dilakukan audit,  dan

4)     Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh
Komisi Pemilihan  Umum,  dilampiri dengan LADK danLPSDK serta dilengkapi
dengan:
a)     Formulir
b)     Formulir
c)     Formulir

Laporan    Penerimaan    dan    Pengeluara    Dana Kampanye;
Daftar Penerimaan Sumbangan  Dana  Kampanye;

Laporan    Aktivitas    Penerimaan    dan    Pengeluaran  Dana
Kampanye;

d)    Formulir 4,  Daftar Persediaan  Barang  Dana  Kampanye:
e)    Formulir   5,    Laporan   Aktivitas    Penerimaan   dan    Pengeluaran    Dana

Kampanye   Sebelum   Periode   Pembukuan   Laporan  Penerimaan   dan
Pengeluaran  Dana  Kampanye;

i)      Formulir  6,   Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluaran   Dana   Kampanye
Pencatatan  Penerjmaan dan Pengeluaran;

g)    Formulir  7,  Asersi  Alas  Laporan   Penerimaan  dan   Pengeluaran   Dana
Kampanye;

h)    Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus   Dana Kampanye;
i)      Surat  Pernyataan  dari  Bank  Umum  yang  menyatakan  bahwa  rekening

Pasangan Calon  bersangkutan telah ditutup.
j)      Bukti-bukti transaksi  penerimaan dan transaksi pengeluaran

d.     Sumber/Klasifikasi dan  ldentitas  Penyumbang,  sebagaimana diatur dalam  PKPU
nomor 18 tahun 2023:
1)     Pasal   31    ayat   (1),   Dana   Kampanye   Pemilu   Anggota   DPR   dan   DPRD

bersumber dari:
a)     Partai politik;
b)    Calon   anggota   DPR,   DPRD   provinsi,   dan   DPRD  kabupateM(otadari

Partai  Politik yang bersangkutan; dan
c)    Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:

i.       Perseorangan;
ii.       Kelompok;
iii.     Perusahaan; dan/atau
iv.    Badan  usaha nonpemerintah

2)     Pasal  32  ayat (8),  Kelompok  yang  memberikan  sumbangan  kepadapeserta
Pemilu  dalam  bentuk  uang,   barang,   dan/atau  jasa  merupakan   kelompok
berbadan   hukum  selain  organisasi   masyarakat  sesuai  dengan   ketentuan
perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

3)     Pasal  33  ayat (1),  Sumbangan  dari  pihak lain  harus dilengkapidengan surat
pernyataan  penyumbang yang  menurut informasiidentitas  Penyumbang  dan
jumlah sumbangan.

4)     Pasal  33  ayat  (2),  Sumbangan  yang  berasal  dari  perseorangan,  kelompok,
perusahaan,  dan/atau  badan  usaha  nonpemerintah  harus  mencantumkan
informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.



5)     Pasal 49 ayat (2) huruf b. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok
dilampiri     salinan     keputusan      pengesahan      pendirian      Badan      Hukum
Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum  dan hak asasi  manusia.

6)     Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau
Badan    Usaha    Nonpemerintah    wajib    dilampiri    salinan     akta    pendirian
Perusahaan atau badan  usaha.

7)     Pasal  36  ayat  (3)  huruf  b,  Penerimaan  sumbangan  Dana  Kampanyeyang
dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang
ke RKDK diserfai identitas penyumbang.

8)     Pasal 36 ayat (5),  ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari
bank   yang   bersangkutan;   Sumbangan   Dana   Kampanye   yang   dilakukan
melalui    setoran    tunai    pada    bank.    disertai    dengan    surat    pernyataan
penyumbang.

e.    Pencatatan Penerimaan Sumbangan,  Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat  (4),   Partai  Politik  Peserta  Pemilu   mencatat  dan   melaporkan   seluruh

sumbangan   (mencakup   uang,   barang,   dan/atau  jasa  yang   dikonversikan
dengan  nilai  uang,  termasuk  utang  dan  diskon  pembelian  barang  atau jasa
yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima
ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan,  dan

2)     Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada
RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untukkegiatan  kampanye pemilu.

f.     Batasan/Kesesuaian sumbangan, sebagaimana diatur dalam pKPu nomor 18
tahun  2023  Pasal  34  ayat  (1)  dan  (2),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  mematuhi
jumlah  penerimaan  sumbangan  (mencakup  uang,  barang,  dan/atau jasa yang
dikonversikan  dengan  nilai  uang,  termasukutang  dan diskon  pembelian  barang
atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
1)     Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  untuk  penyumbang

perseorangan;  dan
2)     Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  milyar  rupiah)  untuk  penyumbang

kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
9.     Sumbangan yang dilarang,  Pasal 34 ayat (5) PKPU  nomor 18 tahun  2023,  Partai

Politik   Peserta   Pemilu   yang   menerima   sumbangan   melebjhi ketentuan,    harus
mematuhi ketentuan  berikut:
1)     Dilarang  menggunakan  kelebihan  dana dimaksud;
2)     wajib   melaporkan   sumbangan  tersebut  kepada   Komisi   Pemilihan  Umum;

dan
3)     menyerahkan  sumbangan  tersebut  ke  kas  Negara  paling  lambat  14(empat

belas) hari setelah masa  Kampanye berakhir.
h.     Batasan Pengeluaran Dana  Kampanye,  Pasal 41  PKPU  nomor 18 tahun2023:

1)     ayat (1),  Pengeluaran  Kampanye Peserta  Pemilu calon anggota  DPR,DPRD
provinsi,  dan  DPRD kabupaten/kota yaitu  untuk:
a)    Pembiayaan aktivitas kampanye;
b)    Pembayaran  hutang:  dan
c)     Pengeluaran  lain- lain yang dinilai  berdasarkan  harga  pasar yang  wajar,

dan
2)     Pasal  34  ayat  (4),   Setiap  diskon   pembelian   barang  yang   melebihi   batas

kewajaran  jual   beli   yang   berlaku   secara   umum,   diperlakukan   ketentuan
sumbangan.



I(®terbafasan Laporan

Kami  melaksanakan  prosedur  dan  pemerolehan  bukti  yang  relevan  dan  terbatas pada
informasi yang  tertuang  pada  Laporan  Dana  Kampanye yang disampaikan  kepada  kami
oleh  Partai  Perindo  Kabupaten  Kota  Palu.  Pada  suatu  pelaksanaan  Perikatan  Asurans,
terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan
memungkinkan  adanya  kegagalan  dalam  mendeteksi  ketidakpatuhan  dan  kecurangan
yang  terjadi.  Terdapat  keterbatasan  si fat,  saat,   lingkup,  ragam,  dan  karakteristik  yang
melekat   pada   sumber   dana   sebagai   asal    usul    Dana    Kampanye,    sehingga   ada
kemungkinan  Dana  Kampanye  tidak  tercakup  secara  menyeluruh  dalam  laporan  Dana
Kampanye  tersebut.   Pemeriksaan  kami  juga  terbatas  hanya  pada  dokumen  dan/atau
informasi yang diserallkan dan/atau disediakan oleh Partai Perindo Kabupaten  Kota Palu.
sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam
laporan.    Kami   tidak   memberikan   penentuan   legal   atas   kepatuhan    Partai    Perindo
Kabupaten   Kota   Palu  terhadap  peraturan   perundang-undangan  yang  relevan dengan
Laporan  Dana  Kampanye,

Tanggung Jawab Parfal P®rlndo Kabupat®n Kota Palu

Partai  Perindo  Kabupaten  Kota  Palu  bertanggungjawab  atas  penyusunan  Laporan  Dana
Kampanye yang sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Tanggung
jawab tersebut juga mencakup penerapan  metode penilaian,  asumsi,  dan perkiraan yang
digunakan  dalam  laporan,  serta  perancangan.  implementasi.  pemeliharaan  sistem,  dan
proses yang relevan untuk penyusunanlaporan.  Partai Perindo Kabupaten  Kota Palu juga
bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana
Kampanye,  sebagaimana yang  telah  dinyatakan  dalam Asersi  Laporan  Penerimaan  dan
Pengeluaran Dana Kampanye Partai Perindo Kabupaten Kota Palu tertanggal 25 Februari
2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung   jawab   kami,   Akuntan   Publik,   adalah   untuk   menyatakan   simpulan   berupa
pendapat   dengan   keyakinan   memadai   terhadap   Laporan   Dana   Kampanye   tersebut
berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami
melakukan   perikatan   ini   berdasarkan   Standar  Perikatan  Asurans   3000  (Revisi  2022):uperikatan   Asurans   selain   Audit atau   Reviu   atas   lnformasi   Keuangan   Historis"   yang
ditetapkan oleh  lnstitut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk
memenuhiketentuan  Standar Pengendalian  Mutu  1  dan  Kode  Etik  Profesi Akuntan  Publik
termasuk  persyaratan  independensi  bagi  semua  personel  yang  terlibat  dalam  Perikatan
Asurans    ini.    Standar    tersebut   juga    mewajibkan    kami    untuk    merencanakan    dan
melaksanakan  Perikatan  Asurans  secara  memadai  dalam  mendukung  kesimpulan  kami.
Seluruh  personel  profesional  kami  memiliki  kompetensi dan  pengalaman  yang  diperlukan
dalam  melaksanakan  Perikatan  Asilrans  ini.  Sesuai  dengan  pasall02  ayat (1)  Peraturan
Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  18 Tahun  2023,  kami  melaksanakan perikatan ini selama
30  (tiga  puluh)  hari  kalender  terhitung  sejakkami  menerima  Laporan   Dana  Kampanye
Laporan   Dana  Kampanye  Partai  Perindo  Kabupaten  Kota  Palu   dari   Komisi   Pemilihan
Umum.

Slmpulan

Menurut  opini  kami,  Asersi  Partai  Perindo  Kabupaten  Kota  Palu  dalam  Laporan  Dana
Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 18 tahun 2023.



Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung  jawab  kami  dalam  melakukan  Perikatan  Asurans  ini  hanya  kepada   Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang
telah disepakati.  OIeh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan  laporan
ini oleh  pihak  lain  dan/atau  untuk tujuan  lainnya.

Kantor Akuntan Put)Ilk
Maksum Suyamto dan HlrdJan

Nomor ljin Akuntan Publjk: AP.  1682

Jakaha, 28 Maret 2024



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 
ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

PARTAI PERINDO 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU 

 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
1. Nama : Andono Wibisono 

Alamat : Jl. Purnawirawan Komp. Metro Palu Regency Blok 

Nomor Induk Kependudukan : 7271031509700002 

Jabatan : Ketua 

 
2. Nama : Indriani 

Alamat : Jl. Baitul Makmur 

Nomor Induk Kependudukan : 7203244401880001 

Jabatan : Bendahara 

 
adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut: 

 
 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama 

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening 

Partai Politik Peserta Pemilu. 

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai 

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 

dimulainya masa Kampanye 

Pasal 37 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota. 

Pasal 37 ayat (8) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang 

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

Pasal 36 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari 

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana 

Kampanye kepada KAP. 

Pasal 38 ayat (1) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan 

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum 

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah 

menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

Pasal 38 ayat (5) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; dan 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 47 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

PATUH 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan 

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) 

Hari sebelum penyampaian LADK. 

Pasal 47 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU 

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; 

Pasal 51 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 

(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat 

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

Pasal 51 ayat (4) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 

LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui 
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima 
tanda pengembalian dan berita acara hasil 

pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 
pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 51 ayat (7) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi 
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud 

dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 

 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

 
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 

PATUH 

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU 

yang memuat informasi: 

a. Identitas penyumbang; dan 

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. 

Pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 

PATUH 

2. Penyampaian 

Laporan 

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, 

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Pasal 52 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha 

Nonpemerintah. 

 

PATUH 

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

Pasal 50 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; 

dan 

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

18 Tahun 2023. 

PATUH 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari 

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan 

ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK 

kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

Pasal 50 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang 

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan 

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) 
Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima 

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 53 ayat (4) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN 

DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA 

KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM 

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan 

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan telah ditutup; dan 

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 

PATUH 

E. Ketentuan Lainnya 

1. Sumber Dana 

Kampanye 

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh 

dari: 

a. Partai Politik; 

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; 

dan 

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain 

Pasal 31 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 
PATUH 

2. Pembatasan/ 

Kesesuaian 

Sumbangan 

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan 

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa 

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran 

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 

sumbangan sebagai berikut: 

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, 
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah 
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 

miliar rupiah) selama masa Kampanye. 

Pasal 34 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023. 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

3. Sumbangan yang 

Dilarang 

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang 

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang 

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada 

KPU; dan 

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara 

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa 

Kampanye berakhir. 

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 

116 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023. PATUH 

4. Pengeluaran 

Dana Kampanye 

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran 

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian 

barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari 

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung 

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk 

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam 

pemungutan dan penghitungan suara. 

Pasal 41 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 
 
 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH  

                                                                                                                                      KOTA PALU 

                 Palu, 25 Februari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH  

                                                                                                                                                    KOTA PALU 

 
 

Cap 

              (Andono Wibisono)                                                                            (Indriani) 



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 
PARTAI PERINDO 

 
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024 
 
 

 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Partai Politik    

 a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0 
 b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0 
 c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 92.500 0 0 

2. Calon Anggota Legislatif    

 a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 
kepada Parpol 

2.000.000 0 0 

 b. Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 116.667.880 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 95.500.000 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0 

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 97.592.500 0 116.667.880 
     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 0 0 0 
 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0 
     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 
Kampanye 

0 0 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 84.000 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 
HASIL PEMBELIAN 

0 84.000 0 

     

 TOTAL PENERIMAAN 97.592.500 84.000 116.667.880 



 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 
     

B Pengeluaran sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 0 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 
Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 
Media Sosial, dan Media Dalam 
Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum dan/atau 
pemasangan Alat Peraga Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Partai Politik 

0 0 0 

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 
dan/atau pemasangan Alat Peraga 
Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Calon Anggota Legislatif 

0 0 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 
Larangan Kampanye dan Peraturan 
Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a. Administrasi Bank 8.488 0 0 
 b. Pembelian Kendaraan 0 0 0 
 c. Pembelian Peralatan 0 0 0 
 d. Pembayaran Utang Pembelian 

Barang 
84.000 0 0 

 e. Pengeluaran Lain    

 1) Pengeluaran Lainnya 0 84.000 0 
 2) Sumbangan ke Parpol Tingkat 

Provinsi/Kabupaten/Kota 
0 0 0 

 3) Sumbangan ke Calon Anggota 
Legislatif 

97.500.000 0 0 

 4) Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 116.667.880 

     

 TOTAL PENGELUARAN 97.592.488 84.000 116.667.880 
     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 



 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 
     

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 
Kampanye 

0 0 0 

2. Kas di Bendahara 12   

3. Barang 0 0 0 

 
 
 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH  
                                                                                                  KOTA PALU 

Palu, 25 Februari 2024  

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KOTA PALU

 
Cap 

 

              (Andono Wibisono) (Indriani) 
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
 

Laporan No. 002/ADK-SULTENG02/MSR-JKT/III/2024 
 
Pihak yang dituju 
Ketua KPU Kota Palu 
 
Cakupan 

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu berdasarkan Surat Perjanjian 

Kerja/Kontrak nomor 377/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan 

memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta 

Pemilihan Umum Partai Ummat untuk periode 26 Februari 2024 s.d 26 Maret 2024 terhadap peraturan 

perundang-undangan terkait Dana Kampanye Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. 

 

Informasi Hal Pokok 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Laporan Dana Kampanye Partai Politik 

Peserta Pemilu Partai Ummat terdiri dari:  

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat infromasi Rekening Khusus 

Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan 

dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan 

penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan  sebagai Peserta Pemili sampai dengan 1 

(satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh 

penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari 

sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat 

seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga 

dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat dalam 

penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Peserta Pemilihan Umum Partai 

Ummat dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023. 



 

 
        
 

    KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOHAMMAD SUNUSI & REKAN 

  

Epiwalk Office Suite Lantai 5 Unit A-533 

Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan 

Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12940 

 
 

Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang 

pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 

Partai Ummat. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, 

pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan 

dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat 

pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup 

secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada 

dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan 

Umum Partai Ummat, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di 

dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilihan 

Umum Partai Ummat terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 

 

Tanggung Jawab Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat  

Bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan 

perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses 

yang relevan untuk penyusunan laporan. 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi 

LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Partai Ummat tanggal 26 Maret 2024 . 

 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan 

memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan 

bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 

(Revisi 2022); “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan 

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar 

Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan indepedensi bagi semua 

personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan 

dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan 

Periktaba Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 

(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta 

Pemilihan Umum Partai Ummat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. 



 

 
        
 

    KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOHAMMAD SUNUSI & REKAN 

  

Epiwalk Office Suite Lantai 5 Unit A-533 

Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan 

Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12940 

 
 

Simpulan 

Menurut opini kami, Asersi  Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat dalam Laporan Dana 

Kampanye tersebut di atas, telah Patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1677 Tahun 2023. 

 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota 

Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung 

jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 

 
 

KAP MOHAMMAD SUNUSI & REKAN 

 

 
 
 
 
 

Mohammad Sunusi, CA.,CPA 
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1488 

 
Jakarta, 26 Maret 2024 






















